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Putri Ipkar Sinara Asih, 2021, Pengaruh Sisa Anggaran, Pertumbuhan 
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja 
Modal. (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
Tahun 2016-2020). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sisa Anggaran, Pertumbuhan 
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja 
Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2020. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Laporan 
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2016-
2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
Teknik Sampling Jenuh (Saturation Sampling) yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 
6 Kota. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan anggaran APBD 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda dengan program SPSS 22. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Anggaran berpengaruh positif 
terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan 0,000, Pertumbuhan Ekonomi 
tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan 0,697, 
Pendapatan asli daerah berpengaruh secara postif terhadap Belanja Modal dengan 
nilai signifikan 0,000 , Dana Perimbangan berpengaruh secara positif terhadap 
belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. 
 
Kata kunci: Sisa Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, 














Putri Ipkar Sinara Asih, 2021, Effect of Remaining Budget, Economic Growth, 
Regional Original Income and Balancing Funds on Capital Expenditures. (Study 
on District/City Local Governments in Central Java 2016-2020). 
This study aims to determine the effect of Budget Remaining, Economic 
Growth, Regional Original Income and Balancing Funds on Capital Expenditures 
in Regency/City Governments in Central Java in 2016-2020. The population used 
in this study is to use the District/City Regional Government Budget Report in 
Central Java in 2016-2020. The sample used in this study is by using the 
Saturation Sampling technique which consists of 29 regencies and 6 cities. The 
data used in the form of secondary data on district/city APBD budget reports in 
Central Java. This research uses multiple linear regression analysis method with 
SPSS 22 program. 
The results show that the remaining budget has a positive effect on capital 
expenditures with a significant value of 0.000, economic growth does not have a 
positive effect on capital expenditures with a significant value of 0.697, local 
revenue has a positive effect on capital expenditures with a significant value of 
0.000, balance funds have a positive effect on spending capital with a significant 
value of 0.000. 
Keywords: Budget Remaining, Economic Growth, Regional Original Income, 
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A. Latar Belakang Masalah 
DinIndonesia sudah menjadi tuntutan pembaruan pemerintah dengan 
disertai transparansi. Kondisi tersebut yang membawa dampak semakin 
kokohnya tuntutan segi responsibilitas dan keterbukaan. Dalam segi itulah 
pengelolaan pemerintah menjadi penting termasuk di bidang pengendalian 
keuangan negara maupun daerah. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya 
otonomi atau sering disebut proses alterasi dari dekonsentrasi ke sistem 
desentralisasi. Salah satu tanda dimulainya tonggak sejarah reformasi di 
Indonesia yakni pada awal tahun 2001 adalah penerapan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal  (Kusnandar & Siswanto, 2012). 
Otonomi merupakan salah satu urusan pemerintah pusat dipercayakan 
kepada pemerintah daerah yang beroperasi dalam kerangka birokrasi 
pemerintahan. Otonomi daerah merupakam salah satu bentuk desentrelisasi 
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menerangkan bahwa pemfokusan 
daerah otonom bukan berada di provinsi melainkan di kota atau kabupaten 
yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan 
otonomi daerah memberi kesempatan bagi pemda agar lebih menumbuhkan 




yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, serta meningkakan kinerja 
keuangan daerah (Nuarisa, 2013:2).  
Mengenai dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, kisaran 
anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal 
ini terkait dengan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Selain itu, DPRD akan memantau kinerja pemerintah melalui 
anggaran untuk mencapai administrasi perusahaan yang baik di 
pemeriintahan dan memajukan pelayanan publik (Nuarisa, 2013). 
Anggaran merupakan hal utama dalam penyusunan perkiraan 
keuangan atau disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 
Menurut Agusti (2012) menyatakan bahwa APBD yang telah diukur menurut 
susunannya berusaha untuk mencapai target yang ditentapkan setiap tahunnya 
dalam pencapaian kapasitas. Miller, et al., (2007) menjelaskan bahwa target 
kinerja yang disesuaikan selama anggaran berjalan dipengaruhi pada 
dorongan yang akan diberikan pada agency maupun yang bekerja dengan 
baik, guna mencapai anggaran secara tepat yang kemudian memiliki savings.  
Pengalokasian anggaran bisa dikatakan sebagai rancangan dari 
beberapa program dan belanja daerah yang sebelumnya sudah direncanakan 
oleh pemerintah daerah yang merujuk pada besarnya anggaran yang diminta, 
dengan anggaran yang terbatas dan sumber daya yang kurang pemda agar 
dapat memilih program yang bersifat produktif bagi daerah dan pemasukan 




oleh pemda agar dapat menghasilkan sebuah target pada msing-masing 
daerah (Novianto & Hanafiah, 2015). 
Pemda memberi alokasi dana anggaran belanja modal dalam APBD 
untuk menambah aset tetap. Menurut Mulyanto (2007) Belanja Modal adalah 
belanja daerah yang dilakukan pemda yang salah satunya adalah 
pengembangan dan pengayaan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi 
sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. 
Dengan berjalannya waktu pembangunan diharapkan mampu meningkatkan 
kemandirian daerah sehingga dapat terpenuhinya anggaran untuk semua 
kegiatan dalam hal keuangan daerah. Sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 
2010, belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk perolehan 
aset tetp dan aset lainnya yang memberkan manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, 
genung dan bangunan serta peralatan dan aset tak berwujud. Saragih (2003) 
menerangkan bahwa penggunaan belanja hendaknya dialokasikan pada hal 
yang produktif, conthnya digunakan untuk melakukan aktivitas 
pembangunan. Oleh sebab itu, dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal 
pemda harus dapat mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik 
karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemda guna 
memajukan pelayanan publik.  
Salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan 
daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu 




menghasilkan peningkatan penghasilan masyarakat. Menurut Supartoyo & 
Tatuh (2013:6) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu menilai 
prestasi dari perkembangan suatu perekonomian, perekonomian memerlukan 
alat pengukuran yang tepat dalam pengukuran akan kemajuan untuk 
pertumbuhan ekonomi yaitu di tingkat regional atau yang sering disebut 
Produk Domestik Bruto (PDRB) yang merupakan barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh suatu perekonomian yang dinyatakan dalam harga pasar dan 
mempunyai jangka waktu satu tahun. 
Tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat salah 
satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemda dituntut untuk 
meningkatkan potensi pendapatan yang merupakan pemberian dari belanja 
modal yang lebih besar guna pembangunan pada sektor-sektor yang produktif 
di daerah. Menurut Arsyad (2015:12) tanda dari pertumbuhan ekonomi dapat 
dilihat dengan meningkatnya produktivitas dan pendpatan perkapita yang 
disebabkan oleh kenaikan tersebut mencerminkan penambahan pendapatan 
serta adanya perbaikan untuk kesejahteraan ekonomi masyaraka. Hal tersebut 
seharusnya dapat mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat 
meningkatkan alokasi belanja daerah.  
Sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari 
Pendapatan Asli Daerah. Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan 
kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahannya 
sendiri. Hal tersebut mendorong pemda untuk meningkatkan PAD. PAD 




daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Peningkatkan PAD diharapkan mampu menumbuhkan investasi terhadap 
belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin 
baik. Mangowal (2013) menyatakan penambah nilai kekayaan bersih 
merupakan suatu hak dari pemda yang diakui sebagai pendapatan daerah. 
Sumber utama penghasilan yang menangani berbagai pembiyaan yang 
dibutuhkan oleh daerah merupakan pendapatan asli daerah. Dalam mengukur 
kemampuan yang dimiliki daerah serta perkembangan ekonomi di suatu 
daerah diukur dengan melihat besarnya peran yang diperoleh dari pendapatan 
asli daerah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Asteria, 
2015).  
Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah 
selain PAD dan dana transfer dari pusat, pemda juga menggunakan Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan Permendagri No. 13 
Tahun 2006 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sisa dari dana 
selama satu periode yang didapat dari indikasi penerimaan serta pengeluaran 
anggaran daerah. Anggaran negara yang tidak terpakai dapat dialokasikan 
untuk belanja yang menambah nilai tambah dan mampu meningkatkan laju 
pertumbuhan ekonomi nasional (Prasetyantoko, 2008). Untuk Meningkatkan 
investasi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan ketersediaan 
infrastuktur yang memadai berupa kuantitas atau kualitas dan menciptakan 
kepastian hukum merupakan faktor utama bagi daerah agar mendorong 




Kemampuan suatu daerah untuk mendanai kegiatan operasional 
tidaklah sama, sehingga agar dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar 
daerah tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah pusat akan 
memberikan dana bantuan berupa Dana Perimbangan kepada pemerintah 
daerah agar meringankan beban yang dialami oleh PAD. Di dalam UU 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan meliputi atas Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 
(DBH)  (Fitri, Rasuli, & Silfi, 2014).  
Adytama & Oktaviani (2015) menyatakan bahwa permasalahan yang 
terjadi dalam pemerintah daerah sebenarnya tentang organisasi yang ada pada 
sektor publik dan mengacu pada pengalokasian anggaran yang didapat dari 
daerah. Pengalokasian anggaran bisa dikatakan sebagai rancangan dari 
beberapa program dan belanja daerah yang sebelumnya sudah direncanakan 
oleh pemerintah daerah yang merujuk pada besarnya anggaran yang diminta, 
dengan anggaran yang terbatas dan sumber daya yang kurang pemda agar 
dapat memilih program yang bersifat produktif bagi daerah dan pemasukan 
pendapatan asli daerah serta dana perimbangan agar bisa diatur secara baik 
oleh pemda agar dapat menghasilkan sebuah target pada msing-masing 
daerah  (Novianto & Hanafiah, 2015). Belanja daerah memperkirakan beban 
yang dikeluarkan daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar 
terukur dan agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, 
khususnya dalam mendanai pelayanan umum. Namun nyatanya pemerintah 




untuk keperluan belanja rutin (belanja operasi). Hal tersebut dapat dilihat 
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.  
Tabel 1.1 
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal 
Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019  























Kab. Banjarnegara 1.764.828 358.206 2.123.034 83,13% 16,87% 
Kab. Banyumas 2.978.753 478.797 3.457.550 86,15% 13,85% 
Kab. Cilacap 2.620.000 663.321 3.283.321 79,80% 20,20% 
Kab. Kebumen 2.443.709 365.841 2.809.550 86,98% 13,02% 
Kab. Purbalingga 1.800.591 262.137 2.062.728 87,29% 12,71% 
Kota Pekalongan 772.243 182.154 954.397 80,91% 19,09% 
Kota Salatiga 758.962 183.725 942.687 80,51% 19,49% 
Kota Semarang 3.579.173 1.054.761 4.633.934 77,24% 22,76% 
Kota Surakarta 1.468.830 543.578 2.012.408 72,99% 27,01% 
Kota Tegal 880.592 165.983 1.046.575 84,14% 15,86% 
Sumber : Data diolah Penulis 2021 
Berdasarkan tabel 1.1  di atas dapat dilihat bahwa presentase belanja 
operasi lebih besar daripada presentase belanja modal pada Pemerintah 
Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi inilah aktivitas belanja 
yang dlakukan oleh Pemerintah Kab/Kota cenderung banyak digunakan untuk 
belanja rutin daripda belanja modal. Kemandirian suatu daerah tercermin 
dengan bagaimana daerah tersebut dapat menjadi mandiri melalui 
pengelolaan keuangan yang terindikasi dari semakin kuatnya kapasitas 




suatu daerah tersebut tidak semestinya bergantung pada pemerintahan pusat 
maupun pemerintahan provinsi yang disalurkan dari dana perimbangan untuk 
pemerintahan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat 
memajukan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari bagaiman pemerintah 
daerah menumbuhkan PAD secara akurat dalam mengalokasikan dana 
tersebut menjadi belanja bagi suatu daerah (Novianto & Hanafiah, 2015).  
Dilihat dari hal-hal tersebut besarnya belanja modal dapat dipengaruhi 
oleh PAD, dana perimbangan serta tingkat efektivitas keuangan daerah. 
Belanja modal digunakan dalam rencana pembangunan jangka menengah 
yang pemerintah pusat selalu memberi target rata-rata belanja modal kepada 
pemerintah daerah setiap tahunnya. Mengacu pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah pusat memberikan target 
rata-rata belanja modal pemerintah daerah kisaran 26-30% dari total belanja 
daearah untuk meningkatkan dan memperbaiki pembangunan daerah. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, belanja operasi 
Provinsi Jawa Tengah mencapai 83,26 persen dan belanja modal hanya 
sebesar 16,74 persen dari total belanja daerah. Fenomena ini menunjukan 
bahwa belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih berada 
di bawah target rata-rata nasional. Penyusunan belanja modal pada 
pemerintah daerah bisa dipengaruhi faktor keuangan maupun non keuangan. 




pertumbuhan ekonomi, PAD, serta dana perimbangan (DAU, DAK, dan 
DBH). 
Bentuk anggaran belanja modal adalah APBD, pemda memberi alokasi 
dana guna menambah aset tetap. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, 
baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 
publik didasarkan pada alokasi belanja modal. Sehingga, upaya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemda seharusnya mengubah struktur 
belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja 
rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menerangkan bahwa 
pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, seperti 
untuk melakukan aktivitas pembangunan. Infrastruktur yang bertambah dan 
peningkatannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila dalam suatu daerah petumbuhan 
ekonominya baik, maka pemda setempat akan selalu menambah alokasi 
belanja modalnya dari tahun ke tahun guna mempebaiki dan melengkapi 
sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada 
tahun anggaran. Dalam hubungannya pertumbuhan ekonomi terhadap belanja 
modal yang telah diteliti. Sudrajat & Purniawati, (2017) membuktikan bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan 
juga secara simultan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja 
Modal.  
Bedasarkan dari latar belakang dan fenomena, maka peneliti 
bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sisa Lebih 




Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-
2020)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasakan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti di antaranya : 
1. Apakah sisa anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada 
pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020? 
2.  Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada 
pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020? 
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada 
pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020? 
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada 
pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pengaruh sisa anggaran terhadap belanja modal pada 
pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020.  
b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja 




c. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja 
modal pada pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020.  
d. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal 
pada pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan suatu manfaat bagi peneliti sendiri, masyarakat luas maupun 
pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun 
manfaat dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal 
Sebagai sumber bacaan dan bahan acuan bagi mahasiswa Akuntansi 
maupun bagi mahasiswa UPS Tegal lainnya dan meningkatkan nilai 
potensi mahasiswa khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu 
sendiri.  
b. Bagi Akademisi  
Dari hasil penelitian yang saya buat diharapkan dapat menjadi bahan 
acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi bahan kajian 
belajar bagi dosen maupun mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan. 
c. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
untuk mengemban ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta 




dapat berpikir kedepan serta dapat merangkum semua proses belajar 
selama pengerjaan tugas akhir skripsi yang dikerjakan di perguruan 
tinggi.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan 









A. Landasan Teori 
1. Stewardship Theory 
Penelitian ini menggunakan Stewardship Theory. Teori 
Stewardship yaitu sebuah keadaan dimana pengelolaan di dalam 
pemerintah lebih mementingkan tujuan kepentingan organisasi tidak 
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu. Teori tersebut menerangkan 
terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi 
dengan kepuasan pemilik. Kepuasan organisasi mendeskripsikan 
maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Pada akhirnya 
maksimalisasi utilitas kelompok akan memaksimumkan kepentingan 
individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut  (Donaldson & 
Davis, 1991). 
Teori Stewardship akan memberikan arahan bahwa terdapat 
kepuasan pemilik di dalam sebuah organisasi yang kuat. Untuk mencapai 
tujuan pemerintah, pemerintah akan berusaha maksimal dalam 
menjalankan pemerintahannya dengan cara meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Dengan bertambahnya syarat akan akuntabilitas pada organisasi 
sektor publik maka kondisi tersebut akan semakin kompleks, sehingga 
principal semakin sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan 
(Pelealu, 2013). Teori Stewardship bisa diterapkan untuk penelitian 




awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah 
dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara 
steward dengan kepentingan principals menuntut principals manajemen 
pemerintahan untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai 
steward/pelayan). Manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan 
bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agent karena dipengaruhi 
jenis layanan yang diberikan.  
Implikasi dari teori stewardship dalam penelitian ini menjelaskan 
bahwa keberadaan pemda sebagai lembaga yang bisa dipercaya, bisa 
menerima aspirasi masyarakat, bisa meningkatkan pelayanan yang 
memadai kepada publik maupun mempertanggungjawabkan keuangan 
yang diberikan kepadanya, sehingga target ekonomi dapat terwujud. 
Disimpulkan maka sangat relevan jika penelitian organisasi sektor publik 
menerapkan teori stewardship khususnya pemerintahan. 
2. Otonomi Daerah 
UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang 
merupakan revisi dan penyempurnaan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 
yang mengatur tentang otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi 
seluas-luasnya yang menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, 
keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hal yang 
mencakup hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi guna mengatur 




masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya 
bahwa dalam menjalankan sebuah program kebijakan-kebijakan dalam 
urusan pemerintah daerah harus mandiri dan sesuai dengan harapan 
masyarakat setempat (Nadir, 2013). Dalam UU No. 17 Tahun 2003 
mengenai Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah. Untuk mengelola keuangan 
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
dari presiden menyerahkan kepada kepala pemerintah daerah.  
Daerah memilih peran, pemberdayaan masyarakat serta prakarsa 
yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Tidak meratanya pembangunan yang menyebabkan ketimpangan 
antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu masalah yang mendorong 
diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah 
merupakan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memperlihatkan 
kemampuan yang dimiliki daerah tersebut serta sumber daya yang menjadi 
pendukung.  
Menurut Asteria (2015) mengemukakan bahwa ada dua sisi 
kepentingan dari tujuan otonomi daerah antara lain kepentingan celah 
pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Tujuan utama dari 
kepentingan pemerintah pusat adalah tentang pelatihan kepemimpinan dan 




pemerintah pada suatu daerah. Sedangkan terdapat 3 tujuan jika dilihat 
dari sisi pemerintah daerah, yaitu : 
a. Masyarakat memiliki kesempatan untuk aktif berkontribusi dalam 
kegiatan politik. 
b. Mewujudkan kompetensi daerah sebagai upaya pertanggungjawaban 
dalam rangka mengamati hak-hak untuk masyarakat sekitar. 
c. Merealisasikan prediksi suatu permasalahan yang muncul serta 
memajukan kualitas pelayanan pembangunan ekonomi daerah. 
3. Anggaran Daerah 
Berdasarkan suatu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, anggaran 
merupakan sebuah alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi. 
Anggaran mempunyai fungsi untuk memanifestasikan pertumbuhan dan 
kestabilan perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka untuk 
mencapai tujuan suatu negara sebagai suatu kebijakan ekonomi,. 
Organisasi tidak dapat mengatur suatu pemborosan tanpa adanya 
anggaran. Bahkan hal yang wajar jika pengelola/pengguna anggaran dan 
manajer publik lainnya dikatakan dapat diatur melalui anggaran  (Bastian, 
2016). APBD meruppakan peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD 
untuk rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Fungsi dari APBD 
antara lain otoritas, pengawasan, perencanaan, alokasi, distribusi, dan 
stabilisasi  (Nordiawan, 2007). 
Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa anggaran daerah adalah 




pemda yang di dalamnya berisi mengenai suatu periode waktu dan 
dinyatakan dalam bentuk rupiah. Disimpulkan bahwa anggaran merupakan 
sebuah alat utama yang digunakan dalam kebijakan pemerintah yang 
sudah direncanakan dalam bentuk angka-angka dan pada periode waktu 
tertentu.  
Karianga (2017) menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang 
perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah di antaranya : 
a. Anggaran harus memiliki tujuan yang sangat detail untuk publik. 
b. Anggaran harus dikelola secara baik sehingga dapat memiliki manfaat 
untuk masyarakat. 
c. Anggaran daerah dikelola berdasarkan cara pendekatan kinerja. 
d. Anggaran daerah harus dapat memberikan profesionalis dalam 
kerja. 
e. Anggaran daerah harus semaksimal mungkin memberikan suatu 
kebebasan dalam pelaksanaannya dan memaksimalkan pengelolaan 
keuangan dengan baik. 
4. Belanja Modal 
Menurut pernyataan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 
71 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal 
merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal 
yang menambah aset tetap atau inventaris yang memberi manfaat lebih 
dari satu periode, yang didalamnya membahas pengeluaran untuk biaya 




serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset yang dipergunakan untuk 
kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan tidak untuk dijual 
meliputi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya. Bagi masing-masing daerah, 
aktivitas belanja modal ini sangat penting sebab jika pada suatu daerah 
belanja modalnya tinggi maka akan meningkatkan perekonomian di suatu 
daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan belanja modal di suatu daerah 
diharapkan mampu membangun dan mengembangkan daerah secara 
merata sampai ke pelosok sehingga tidak ada desa yang tertinggal jauh 
dengan wilayah perkotaan. 
Arsa (2012) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran 
pemerintah daerah yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun 
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang dapat 
berpengaruh menambah belanja yang bersifat rutin. Terdapat syarat utama 
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yaitu denagn 
mempergunakan aset tetap dari belanja modal tersebut. Pemerintah dalam 
menentukan berapa banyak biaya dalam APBD yaitu dengan melihat 
kapasitas anggaran dan pelayanan publik, yang mampu memberikan 
keuntungan jangka panjang secara finansial untuk menambah aset tetap 
belanja modal.  
Menurut Mutiara (2019) dalam Peraturan Direktur Jendral 
Perbendaharaan  No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dapat dikategorikan 




a. Dalam pengeluaran tersebut dapat menambah aset tetap atau aset 
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 
b. Mampu memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan 
peraturan pemerintahan. 
c. Perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual, dipasarkan kepada 
masyarakat dan digunakan oleh entitas lain.  
Menurut Mutiara (2019) belanja modal dapat dikategorikan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK 02/ 2011 meliputi :  
a. Belanja Modal Tanah  
Belanja ini merupakan belanja modal yang dikeluarkan oleh 
pemerintah guna pembelian nama dan sewa tanah, serta bentuk 
pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Belanja modal ini merupakan belanja yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam rangka pembelian dan peningkatan asset dalam 
bentuk peralatan dan mesin. Belanja ini diharapkan dapat memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi sampai peralatan dan mesin 
sudah tak layak pakai. 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja ini dikeluarkan dan dibiayai oleh pemerintah guna menambah 
asset bagi pemerintah yang diharapkan memiliki manfaat lebih dari 
satu tahun akuntansi atau sampai gedung tersebut tak layak digunakan.  




Belanja modal ini dibiayai oleh Pemerintah dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyaraka sekitar. Belanja ini dilakukan guna 
meningkatkan pembangunan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang 
menambah kapasitas sampai jalan, irigasi serta jaringan siap dipakai.  
e. Belanja Modal Fisik Lainnya. 
Belanja modal fisik lainnya merupakan anggaran belanja yang didapat 
dari pemerintah selain belanja modal yang telah ditetapkan. Belanja 
ini ada karena untuk meningkatkan pembangunan ataupun perawatan 
terhadap fisik lainnya. Macam-macam belanja ini yaitu seperti 
pembelian barang kesenian, barang museum, buku serta jurnal ilmiah.  
5. Pajak Daerah 
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 yang mengatur tentang 
Pajak Daerah. Pajak sebagai salah satu kontribusi wajib yang diberikan 
untuk negara yang terutang dari orang pribadi ataupun badan sebagai wajib 
pajak yang bersifat memaksa,dengan tidak mendapatkan timbal balik 
secara langsung yang digunakan untuk suatu keperluan negara demi 
kemakmuran rakyat. Pada hakikatnya pajak adalah sumber yang utama 
bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja 
(APBN) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat 
melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik serta untuk 
kemakmuran rakyat secara spiritual maupun materil. Mardiasmo (2016:14) 
menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan iuran atau pungutan wajib 




tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang diterima 
berlandaskan ketentuan undang-undang yang berlaku dan yang bertujuan 
untuk mengembangkan daerah demi meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Mardiasmo (2016:15) menyatakan bahwa ada beberapa yang 
termasuk dalam kategori Pajak Provinsi, meliputi Pajak Kendaraan 
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Jenis Pajak 
Provinsi memiliki limitatif yang berarti bahwa provinsi tidak bisa 
memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 
Kenyataannya, provinsi dapat untuk tidak memungut pajak yang telah 
ditetapkan apabila hasil yang didapat kurang memadai. Besarnya tarif 
pajak provinsi yakni ditetapkan secara seragam untuk seluruh Negara 
Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 
(Mutiara, 2019). 
Mardiasmo (2016:15) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah 
dalam kewenangannya dapat memungut beberapa jenis pajak, yaitu Pajak 
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 




bentuk sumber dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, maka 
pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif. 
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan tentang 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang merupakan selisih lebih 
realisasi pendapatan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
anggaran. Sisa anggaran yang timbul pada akhir periode bisa digunakan 
untuk sumber pendanaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya 
(Mahmudi, 2010). SiLPA dapat digunakan untuk menutup defisit APBD 
apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. SiLPA 
juga membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung 
dan juga membiayai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan 
anggarannya sampai dengan akhir tahun.  
SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi 
pengeluaran pemerintah (Kusnandar & Siswanto, 2012). SiLPA pada 
hakikatnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya terbentuk 
ketika terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto 
yang positif, dimana kompenen penerimaan lebih besar dari komponen 
pengeluaran pembiayaan (Arifah & Haryanto, 2019). 
7. Pertumbuhan Ekonomi 
Rori (2016) menjelaskan bahwa produk domestik regional bruti 
(PDRB) adalah indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonmi dimana 




produksi dalam perekonomian. Untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi 
menggunakan Infrastruktur ekonomi, meningkatkan sumber daya dan 
meningkatkan produktivitas ekonomi yang disediakan pemerintah 
dinyatakan oleh Irene (2014). Memperoleh hasil dimana pengeluaran 
pemerintah lebih banyak dikaitkan untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi serta pengurangan kemiskinan yang lebih besar. Pertumbuhan 
ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makro ekonomi dimana dapat 
meningkatnya barang dan jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor 
produksi dan akan selalu mendapati pertambahan dalam jumlah dan 
kualitasnya.  
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting 
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi 
mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi 
dengan mengelola sumber daya yang ada dan membuat bentuk pola 
kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang 
akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut 
(Suratno, 2010). Pertumbuhan ekonomi adalah perluasan kegiatan 
ekonomi merupakan satu-satunya cara guna meningkatkan penghasilan 
anggota masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru (Boediono, 
2010). Beberapa aspek yang mempengaruhi pembangunan sarpras antara 
lain, sumber daya alam, investasi, modal, tenaga kerja, kewirausahaan, 




kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah, situasi 
perekonomian internasional, serta dukungan pembangunan. 
8. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang 
didapat pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Sumber dari PAD adalah 
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
pemerrintah daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam 
upaya-upaya meningkatkan PAD Kabupaten/Kota pemerintah terus 
mendorong agar pemerintah daerah mampu mendanai kegiatan pemerintah 
dalam membangun dan meningkatkan pelayanan terhadap daerah kepada 
masyarakat. 
Menurut Mutiara (2019) Sumber PAD yang tertuang dalam pasal 6 
UU No. 33 Tahun 2004 meliputi Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil 
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan 
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, 
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, 
pemotonan maupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan 






9. Dana Perimbangan 
Berdasarkan peraturan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Dana 
Perimbangan yaitu merupakan dana yang bersumber dai APBN yang 
dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi untuk mendanai 
kebutuhan daerah. Dana perimbangan mempunyai tujuan untuk 
meminimalisir kesenjangan fiskal antara pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana 
alokasi umum dan dana alokasi khusus. 
Elemen dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut : 
a. Dana Bagi Hasil 
Dana bagi hasil atau sering disebut DHB meupakan dana yang 
berasal dari bantuan anggaran pendapatan APBN dalam bentuk 
pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan kepala daerah yang 
didasarkan pada angka presentase untuk membiayai kebutuhan daerah. 
DBH berasal dari pajak dan sumber daya alam, yang meliputi atas : 
pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan 
Bangunan (BPTB), Pajak Penghasilan (Pph) pasal 25 dan pasal 29 
wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pph pasal 21.  
DBH untuk pemerintah daerah yang ditransfer dari pemerintah 
pusat terdiri dari dua jenis meliputi, Dana bagi hasil pajak, Dana bagi 
hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dana Bagi Hasil yang berasal 




Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi dan 
minyak bumi. 
b. Dana Alokasi Umum 
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana alokasi umum 
(DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dalam rangka pelakasanaan desentralisasi untuk tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta untuk mendanai 
kebutuhan daerah. Pemerintah pusat memberikan DAU kepada pemda 
untuk mendanai kekurangan dalam memanfaatkan PAD-nya. 
Pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan merupakan 
bagian dari anggaran pemerintah daerah sebagai rencana keuangan 
yang mencerminkan pilihan bijaksana untuk suatu periode 
pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk 
investasi/belanja pemerintah dalam investasi pembangunan dalam 
sektor pendidikan (Asri, 2013). 
Pradita (2013) menyatakan bahwa dana alokasi umum 
merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, yang mempunyai sifat “block grant” yang 
mempunyai arti bahwa setiap daerah diberi kebebasan untuk 
menumbuhkan potensi yang ada disuatu daerah sesuai dengan tujuan 
utamanya. Pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk dana 
alokasi umum yang merupakan sebagai penerimaan serta pengeluaran 




masuknya dana dari pemerintah pusat antar daerah masing-masing 
merupakan salah satu kontribusi kebijakan terhadap dana alokasi 
umum, sebab secara fiskal tidak semua daerah mempunyai 
kemampuan yang sama. Dana alokasi umum diberikan sebagai bagian 
dari transfer fiskal yang didapat dari pusat untuk daerah yang 
merupakan faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta 
memperkecil ketidakseimbangan antar daerah  (Mutiara, 2019). 
c. Dana Alokasi Khusus 
Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari 
pendapatan pelayanan dasar masyarakat dan mendorong percepatan 
APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu. DAK mempunyai 
tujuan untuk membantu daerah tertentu dengan cara mendanai 
kebutuhan khusus sarpras  pembangunan daerah serta pencapaian 
sasaran prioritas nasional yang belum mencapai suatu standar tertentu. 
DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan bidang menu alokasi 
DAK yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait. Ada dua 
kategori DAK yaitu sebagai matching grant karena adanya kewajiban 
penyediaan dana pendamping dan sebagai restricted grand, karena 
mempunyai karakter sebagai categorical grant-in-aid (Mardiasmo, 
2006). 
Menteri Keuangan mengungkapkan tentang dana alokasi khusus 
yang pada masa sekarang sangat berpengaruh terhadap berjalannya 




perimbangan yang dialokasikan kepada daerah demi tercapainya  
tujuan tertentu yang diperoleh dari pendapatan APBN.  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan 
bahwa dalam dana alokasi khusus mempunyai kriteria penghitungan 
alokasi untuk masing-masing daerah untuk DAK untuk masing-
masing daerah berikut penjelasannya: 
a. Kriteria umum, dilakukan dengan berdasarkan potensi disetiap 
daerah yang terlihat dalam penerimaan pendapatan APBD setelah 
dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan 
keuangan daerah dihitung berdasarkan indeks fiskal netto. Daerah 
yang telah memenuhi kriteria umum yang dimaksud adalah daerah 
dengan indeks fiskal neto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. 
b. Kriteria khusus, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus serta 
karakteristik daerah. Menteri keuangan menjelaskan bahwa kriteria 
khusus memiliki rumus untuk mengatur keseimbangan naik 
turunnya pendapatan di wilayah setempat dengan melihat masukan 
dari Menteri Negara Perencanaaan Pembangunan Nasional serta 
Pimpinan Lembaga terkait. 
c. Kriteria teknis, dilakukan berdasarkan sebuah petunjuk dari 
kegiatan yang sudah dibuat dalam kegiatan khusus yang akan 
didanai dengan dana alokasi khusus. Kriteria teknis dirumuskan 




kemudian menyampaikan kriteria teknis yang dimaksud kepada 
Menteri Keuangan. 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
Studi penelitian tentang Belanja Modal telah banyak dilakukan, Pada 
penulisan saat ini menggunakan 8 (delapan) penelitiaan terdahulu yang 
sangat bermanfaat sebaagai rujukan di antaranya sebagai berikut : 
Tabel 2. 1 
Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Hasil 






Daerah, Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi 
Umum, Dan Dana 
Alokasi Khusus 
Terhadap Belanja 
Modal (Studi Pada 
Kabupaten/Kota Di  
Aceh) 
1) SiLPA berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Fungsi Pendidikan 
2) PAD berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Fungsi Pendidikan 
3) DBH berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Fungsi Pendidikan 
4) DAU berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Fungsi Pendidikan 
5) DAK berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Fungsi Pendidikan 
6) SiLPA, PAD, DBH, 
DAU, DAK Bersama-
sama berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Fungsi Pendidikan 













(X1), pendapatan asli 
daerah (X2), dana alokasi 
umum (X3) dan dana 
alokasi khusus (X4)  
berpengaruh secara 
terhadap anggaran belanja 









model secara parsial, 
hanya variabel PAD (X2) 
yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
anggaran belanja modal 
(Y). Sedangkan, 
pertumbuhan ekonomi 
(X1), dana alokasi umum 
(X3) dan dana alokasi 
khusus (X4) tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat 




















Dana Alokasi Umum, 
Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh terhadap 
Alokasi Belanja Modal 
dan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran 
berpengaruh positif 
terhadap Alokasi Belanja 
Modal. 




Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK), dan Sisa 
Lebih Pembiayaan 
Anggaran terhadap 
Belanja Modal Pada 
Kabupaten dan Kota 
di Jawa tengah 2013-
2015 
Pendapatan Asli Daerah 





Sedangkan, Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Sisa 
Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) tidak 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
Belanja Modal.  







Daerah, dan Dana 
Alokasi Umum  












































Belanja Modal. Secara 
simultan variabel PAD, 
































terhadap belanja modal. 
Lain-lain yang sah tidak 
berpengaruh terhadap 
pengalokasian belanja 
modal.   











(2019) Pendapatan Asli 
























4) Dana Perimbangan 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal. 
 Sumber : Data diolah Penulis 2021 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual  
Penyajian Kerangka Pemikiran akan menerangkan secara teoritis 
hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Secara 
teoritis perlu untuk dijelaskan pengaruh antar variabel independen dan 
variabel dependen. Jika dalam penelitian tampak variabel moderator dan 
intervening, maka dapat dijelaskan mengapa variabel tersebut turut terlibat 
dalam penelitian. Hubungan antar variabel tersebut selanjutnya akan 
dirumuskan dalam bentuk paradigma suatu penelitian. Oleh sebab itu pada 
setiap penggolongan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka 
berpikir (Sugiyono, 2017:60). 
Mengenai pengaruh antar variabel, berikut penjelasan yang terdapat 






a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal 
SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan dari usaha 
meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
digunakan untuk menutu defisit APBD. Sisa anggaran yang terjadi di akhir 
periode bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan ataupun belanja untuk 
tahun anggaran berikutnya (Mahmudi, 2010). Selanjutnya untuk tahun 
anggaran berikutnya penggunaan SiLPA dalam bentuk membiayai 
pelaksanaan kegiatan atas beban belanja langsung, belanja barang dan jasa, 
serta belanja modal (Kadi, 2010).  
Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Kepramareni, & Novitasari 
(2017) bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
SiLPA memiliki pengaruh positif disebabkan SiLPA yang dapat 
meningkatkan belanja modal disuatu daerah. Membuktikan bahwa pemda 
telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan kegiatan maupun 
program pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan 
publik. Efisiensi APBD yang menghasilkan SiLPA hendaknya digunakan 
untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswanto (2012) dan Maryadi 
(2014) yang membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap 
alokasi belanja modal.  
b. Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal 
Tingkat penyediaan modal infrastruktur yang seimbang dengan 




pembangunan ekonomi. Pemda menambah dan perbaikannya infrastruktur 
diharapkan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Apabila dalam 
suatu daerah pertumbuhan ekonominya baik, maka pemerintah daerah 
setempat akan selalu meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke 
tahun yang bertujuan untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan 
prasarana, akan tetapi tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada 
tahun anggarannya.  
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output 
perkapita yang secara terus menerus dalam jangka panjang. Salah satu 
indikator keberhasilan infrastruktur adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh 
sebab itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi 
pula kesejahteraan masyarakatnya, walaupun terdapat indikator lain yaitu 
distribusi pendapatan. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi 
ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Dosmestik 
Regional Daerah (PDRB). Dalam suatu daerah, Desentralisasi memberikan 
dampak yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya 
pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan 
desentralisasi fiskal maka pemberian otonomi yang lebih besar akan 
memberikan dampak yang lebih besar pula bagi pertumbuhan ekonomi.  
Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Purniawati (2017) 
sejalan dengan penelitian dari Mayasari (2014) dan Wertianti & Dwiranda 
(2013) telah menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 




memberikan hasil indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung 
mengalami penurunan ketika memiliki belanja modal yang besar. Hal 
tersebut mempunyai kemungkinan karena tidak meratanya pembangunan, 
sehingga masih banyak daerah yang tertinggal yang mampu menghambat 
pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar.  Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Yovita (2011) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi 
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Sementara 
Panji & Dwirandra (2012) menemukan pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
c. Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan atau 
penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah yang ada di daerah itu sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan yang masuk ke kas daerah dan dipergunakan 
untuk keperluan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang 
diterima, maka semakin besar juga kewenangan pemerintah daerah dalam 
menjalankan kebijakan otonomi (Asteria, 2015). PAD dengan Belanja 
Modal terdapat keterkaitan yang sangat erat. Secara signifikan PAD 
mempunyai peran dalam menentukan kemampuan daerah untuk 
melakukan aktivitas pemerintah dan program-program infrakstruktur. 
Dalam hal tersebut, pengeluaran pemerintah daerah diselaraskan dengan 
perubahan dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki 




modal guna untuk menambah aset bagi pemerintah daerah serta 
meningkatkan taraf pelayanan kepada publik. Peningkatan belanja modal 
diharapkan bisa mampu meningkatkan tingkat kontribusi pelayanan 
kepada masyarakat terhadap pembangunan yang tampak dari adanya 
peningkatan pajak sendiri.  
Penelitian yang dilakukan oleh Aditiya & Dirgantari (2017) 
menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 
pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka itu 
menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik, sehingga 
dengan tingginya PAD yang diperoleh maja semakin tinggi juga yang 
dialokasikan untuk belanja modal. Menurut Susanti & Fahlevi (2016) 
menerangkan bahwa pemerintah daerah akan menggunakan Pendapatan 
Asli Daerah yang tinggi itu untuk memberikan pelayanan yang memadai 
kepada masyarakat. Apabila pemda ditinjau atas dasar kemampuan dan 
kelemahan daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya, maka Pemda 
harus memiliki sumber yang layak sebagai salah satu wujud meningkatkan 
infrastruktur dan belanja modal. Oleh karena itu dalam rangka memajukan 
pelayanan publik dan kesenjangan masyarakat pemerintah harus berusaha 
untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Febriano & Asmara (2018) bahwa 





d. Dana Perimbangan dengan Belanja Modal 
Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal 
dari APBN yang membopong pelaksanaan kewenangan pemda guna untuk 
mancapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama guna untuk 
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana 
perimbangan merupakan salah satu indikator pendapatan asli daerah yang 
cukup penting. Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan 
sumber pendapatan dari dana perimbangan sebab jumlah PAD-nya yang 
belum mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya (Nordiawan, 
2007:48).  
Dana perimbangan merupakan dana yang sumber pendapatannya 
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 mengenai Standar 
Akuntansi Pemerintah bahwa Dana Perimbangan dibagi atas Dana Bagi 
Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti yang dijelaskan dalam 
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB II Pasal 2 ayat 3 
Dana Perimbangan memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal 





Penelitian yang dilakukan oleh  Nurdiwaty, Zaman, & Kristinawati 
(2017) bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja 
Modal. Adanya pengaruh positif dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja 
modal, maka dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja 
modal. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahlan kepada 
pemda untuk dikelola serta digunakan oleh pemda secara efektif dan 
efisien guna meningkatkan pelayanan kepada publik. Dana perimbangan 
memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah pusat (Julitawati, 
2012). Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan 
keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang 
direalisasikan melalui belanja modal. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja juga meningkat (Sri 










Berdasarkan uraian hubungan variabel penelitian yang telah 
dijelaskan, maka dapat dirumuskan kerangka penelitian dalam penelitian 











Gambar 2. 1  
Kerangka Pemikiran Konseptual 
 
D. Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya maka 
hipotesis yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1 : Diduga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja   
   Modal. 
H2 : Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
H3 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. 


































A. Pemilihan Metode 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data 
sekunder. Data kuantitatif bisa didefinisikan sebagai metode yang dilakukan 
dalam suatu analisis penelitian yang datanya berupa angka-angka. Metode 
pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini mempunyai tujuan agar peneliti 
mampu meneliti populasi atau sampel dari penelitian yang akan diuji (Sugiyono, 
2019:16). Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba memberikan informasi 
tentang gambaran secara akurat, sistemtematis dan faktual mengenai Pengaruh 
Sisa Lebih Pembiayaan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 
Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2020. 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah semua laporan keuangan 
dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan sampel jenuh. Definisi lain sampel jenuh adalah metode sensus, 
dimana semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2019:133). Dengan melihat 
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari 








Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Variabel Dependen (Terikat) 
Dalam penelitian ini variabel variabel dependen atau variabel 
terikat adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran 
biaya atau anggaran belanja yang diperoleh dari pemda berdasarkan 
APBD yang digunakan dalam rangka memperoleh ataupun menambah 
aset tetap dan aset lainnya guna memberi manfaat untuk pembangunan 
daerah agar meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik yang 
mempunyai masa manfaat lebih pada satu periode akuntansi (Sekaran, 
2019:77). Belanja modal dapat dilihat pada Laporan APBD untuk tiap-
tiap Kabupaten/Kota.  
b. Variabel Independen (Bebas) 
No Nama Kab/Kota No Nama Kab/Kota No Nama Kab/Kota 
1 Kab.Banjarnegara 13 Kab. Kendal 25 Kab. Sukoharjo 
2 Kab. Banyumas 14 Kab. Klaten 26 Kab. Tegal 
3 Kab. Batang 15 Kab. Kudus 27 Kab.Temanggung 
4 Kab. Blora 16 Kab. Magelang 28 Kab. Wonogiri 
5 Kab. Boyolali 17 Kab. Pati 29 Kab. Wonosobo 
6 Kab. Brebes 18 Kab.Pekalongan 30 Kota Magelang 
7 Kab. Cilacap 19 Kab. Pemalang 31 Kota Pekalongan 
8 Kab. Demak 20 Kab.Purbalingga 32 Kota Salatiga 
9 Kab. Grobogan 21 Kab. Purworejo 33 Kota Semarang 
10 Kab. Jepara 22 Kab. Rembang 34 Kota Surakarta 
11 Kab.Karanganyar 23 Kab. Semarang 35 Kota Tegal 





Variabel bebas menurut Sugiyono (2017:64) menjelaskan bahwa 
variabel yang dapat mempengaruhi serta menjadi sebab akibat adanya 
perubahan pada variabel terikat.  Variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih 
lebih realisasi pemasukan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. SiLPA menyajikan sisa kas yang timbul karena 
adanya pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. 
SiLPA juga bisa diartikan sebagai selisih lebih/kurang antara 
penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode 
anggaran pelaporan.  
2. Pertumbuhan Ekonomi (X2) 
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan input 
perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan 
salah satu indikator keberhasilan infrastruktur, semakin tinggi 
pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.  
3. Pendapatan Asli Daerah (X3) 
Keuntungan yang diperoleh badan usaha milik daerah (BUMD), 
dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan dalam rangka 





dengan menggunakan skala rasio. Indikator PAD terdiri dari retribusi 
daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (UU No. 33 Tahun 
2004). 
4. Dana Perimbangan (X4) 
Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan 
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menutupi anggaran 
belanja daerah, masih banyak pemerintah daerah yang mengandalkan 
sumber pendapatan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah yang 
kurang mencukupi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang dibagi 
menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam. 
2. Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan 
dengan tabel berikut ini: 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Dimensi Indikator Skala 
1 Belanja Modal (Y) 
(Peraturan Menteri 
Keuangan No. 
Pengeluaran biaya atau 
anggaran belanja yang 
diperoleh dari pemda 
berdasarkan APBD. 
Belanja Modal = Belanja 
Tanah + Belanja 
Peralatan dan Mesin + 
Belanja Gedung dan 






101/PMK 02/ 2011) Jalan, Irigasi dan 
Jaringan + Belanja 
Modal Fisik Lainnya 





Nomor 13 Tahun 
2006) 
Selisih lebih atau 
kurang realisasi 
pemasukan dan 
pengeluaran selama satu 
periode. 
 
SiLPA = Surplus/Defisit 





Proses kenaikan input 
perkapita yang terus 
menerus dalam jangka 
panjang. 




5 Pendapatan asli 
Daerah (X3) 
(UU No. 33 Tahun 
2004) 
Pendapatan yang 
diperoleh oleh darah 
yang diambil 
berdasarkan Peraturan 
Daerah yang ada dan 
sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
PAD = Total Pajak 
Daerah + Total Retribusi 
Daerah + Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan + Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 
 Rasio 
6.  Dana Perimbangan 
(X4)  
(Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 
2004) 
Pendapatan daerah yang 





Dana Perimbangan = 
DAU + DAK + DBH 
(DBHP + DBHS) 
 Rasio 
Sumber : Data diolah Penulis 2021 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan studi 
dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder, 
mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dari berbagai literatur serta 
sumber lainnya. Penelitian ini mengambil data sekunder dengan melihat data 





dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pusat Statistik 
www.bps.go.id Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengenai Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 
Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah periode 2016-2020.  
E. Teknik Pengolahan Data 
Dalam penelitian ini Analisi Data yang digunakan yaitu dengan data 
sekunder yang selanjutnya dari data tersebut diolah menggunakan bantuan dari 
program SPSS (Statistical Package For the Social Science) versi 22. 
F. Metode Analisis Data 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan suatu analisa yang dipakai untuk 
memberikan suatu deskripsi atau gambaran yang membahas tentang nilai 
rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan nilai minimum 
(Ghozali, 2018:19). Dengan demikian analisis statistik deskriptif pada 
penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu gambaran dan 
karakteristik tentang data dari sampel yang telah digunakan. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Pada penelitian ini Uji Asumsi Klasik menggunakan data sekunder, 
oleh karena itu untuk dapat menentukan ketepatan model dilakukan pengujian 
atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model linier berganda. 





multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masing-masing 
pengujian ini akan dijelaskan sebagai berikut : 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas merupakan suatu pengujian mengenai 
kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara formal adalah 
data akan mengikuti bentuk distribusi normal tersebut. Uji normalita 
mempunyai tujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel 
independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) maupun keduanya 
memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Apabila nilai 
residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik yang dilakukan 
menjadi tidak valid untuk sampel kecil. 
Uji statistik sederhana juga bisa dilakukan dengan cara melihat 
nilai signifikan berdasarkan Kolmogorov-Smirnov (Prihadi 2019:20). Uji 
K-S ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya, dengan ketetapan 
jika hasil yang diperoleh dari Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan nilai 
signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. 
Akan tetapi apabila hasil Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan nilah 
signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan 
menguji apakah model regresi ini telah diketahui adanya korelasi atau 
hubungan antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Apabila dalam suatu 





independen tidak saling terjadi regresi maka model regresi dapat 
dikatakan baik (Darwis, 2015). Ada atau tidaknya korelasi 
multikolinearitas didalam model regresi, untuk mengetahuinya maka 
dapat dilakukan dengan cara melihat Tolerance Value dan  Inflation 
Factor  (VIF). Ketika Tolerance Value < 0,10 atau sama dengan nilai 
Variance Inflation Factor > 10, maka bisa dikatakan terjadi 
multikoliniearitas. Sebaliknya, tidak dikatakan terjadi multikoliniearitas 
apabila tolerance value > 0,10 atau sama dengan VIF < 10. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini memiliki fungsi untuk menguji apakah 
dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018:137). Apabila 
dalam suatu Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, akan tetapi jika sebaliknya 
dapat disebut Heteroskedastisitas. Apabila terjadi homoskedastisitas 
ataupun mempunyai syarat tidak adanya masalah pada suatu 
heteroskedastisitas maka suatu modek regresi dapat dikatakan baik. Uji 
tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan atau melihat pola-pola 
tertentu pada grafik atau sering disebut scatter plot. Ada dua dasar 
pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas antara lain : 
1. Apabila dalam suatu grafik ditemukan pola tertentu seperti titik-titik 





(bergelombang, melebar dan menyempit) bisa dikatakan itu terjadi 
heteroskedastisitas. 
2. Namun apabila dalam suatu grafik tidak ditemukan pola yang jelas 
serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada 
sumbu y maka bisa simpulkan itu tidak terjadi heteroskedastisitas.  
d. Uji Autokorelasi 
Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data time 
series, sehingga dalam melakukan pengujian penelitian ini menggunakan 
uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini memiliki tujuan untuk menguji 
apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi atau hubungan 
antara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan kesalahan 
pengganggu dalam periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2018:111). Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya masalah dalam autokorelasi dalam model 
regresi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Waston (DW 
test) yang memakai titik krisis yaitu batas bawah (dl) dan batas atas (du). 
Tolak ukur pengujian yang dilakukan dengan hipotesis tidak ada 
autokorelas meliputi : 
Tabel 3.3 
Pengambilan keputusan autokorelasi 
Jika Keputusan 
0 < d < dl Tidak ada Autokorelasi Positif 
dl <d<du Tidak ada Autokorelasi Positif 
du<d<4 – du 
Tidak ada Autokorelasi Positif atau 
Negatif 





4-d1<d< 4 Tidak ada Autokorelasi Negatif 
      Sumber : (Ghozali, 2018) 
Keterangan : 
d  : Nilai DW Hasil Perhitungan 
du : Batas Atas 
d1 : Batas Bawah 
3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan regresi linier berganda (Multiple Linier Regression) yang 
digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh sisa lebih pembiayaan 
anggaran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana 
perimbangan terhadap belanja modal. Dalam penelitan ini model regresi 
dirumuskan dengan persamaan antara lain : 




Y   : Belanja Modal 
α : Konstanta 
b1-b4  : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X 
X1 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
X2 : Pertumbuhan Ekonomi 





X4 : Dana Perimbangan 
e : Error (kesalahan pengganggu) 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit Test) 
Uji kelayakan model (Goodness Of Fit Test) mempunyai tujuan 
untuk melihat signifikan model regresi yang digunakan dalam penelitian. 
Apabila angka signifikan < (α) 0,05 maka model regresi yang dihasilkan 
layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Namun apabila 
angka signifikan > (α) 0,05 maka model regresi yang dihasilkan tidak 
layak untuk digunakan pada penelitian selanjutnya.  
b. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai 
suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui 
apakah semua variabel independen secara parsial memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98-99). Pengujian 
hipotesis (Uji t) menggunakan bantuan program SPSS, yaitu dengan 
membandingkan signifikansi hitung masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel α = 2,5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis 
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:  
1. Jika nilai signifikan > 0,025 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 
tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 





2. Jika nilai signifikan < 0,025 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 
signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut 
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  
b. Uji Koefisien Determinan (R2) 
Koefesien determinasi (Adjusted R2) merupakan koefisien yang 
memperlihatkan seberapa besar presentasi variabel independen dapan 
dijabarkan variabel dependen. Koefesien ini digunakan untuk mengetahui 
bagaimana kedekatan hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen dimana jika semakin besar koefesien deterninasinya 
maka semakin baik pula variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen. Nilai koefesien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Setiap 
bertambah satu variabel independen maka nila R2 akan meningkat 
walaupun variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu banyak peneliti yang 
mengarahkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 untuk menilai model 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Secara geografis dan budaya, pengetahuan tentang Jawa Tengah juga 
termasuk Kawasan Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai 
"jantung" budaya Jawa. Provinsi ini juga memiliki suku bangsa lain yang 
budayanya berbeda dengan suku Jawa. Ada orang Tionghoa, Arab, India dan 
lainnya yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. 
Pada tahun 1945, pemerintah membentuk Swapraja Kasunanan dan 
Mangkunegaran dan menamakannya Karisinan. Pada tahun 1950, disahkan 
undang-undang untuk membentuk daerah otonom dan kotamadya di Jawa 
Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Pengundangan undang-
undang tersebut kini diperingati sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah, yaitu 15 
Agustus 1950. 
Provinsi Jawa Tengah berdiri sejak berdirinya Hindia Belanda. Sampai 
tahun 1905 Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 kabupaten (Wilayah Barat) yaitu 
Semarang, Pati, Kodu, Bayumas dan Pekalongan. Saat itu, Surakarta masih 
merupakan daerah otonom kerajaan merdeka, terdiri dari dua daerah 
(Yogyakarta), Kasunan surakarta dan Mangkunegaran. Setelah Peraturan 
Desentralisasi Besluit diundangkan pada tahun 1905, Gewesten diberi otonomi 
dan sebuah komite daerah dibentuk kotapraja tersebut adalah Pekalongan, Tegal, 





Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 
tengah-tengah pulau Jawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak 
antara 5040 'sampai dengan 8030' Lintang Selatan dan 108030 'sampai dengan 
111030' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan 
dengan Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan Yogyakarta di sebelah 
selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Berikut 








Gambar 4 1 
Peta Jawa Tengah 
Jawa Tengah meliputi area seluas 32.548 kilometer persegi, terhitung 
sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Jawa Tengah 
juga mencakup Pulau Nusakambangan di selatan dan Kepulauan Karimunjawa 
di Laut Jawa. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 wilayah administratif 






Daftar Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah 
Sumber : Data yang diolah penulis 2021 
B. Hasil Penelitian 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif statistik dari masing-masing variabel, variabel bebas 
yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), 
Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Dana Perimbangan (X4) Serta variabel 
terikat yaitu belanja modal (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 








No Nama Kab/Kota No Nama Kab/Kota No Nama Kab/Kota 
1 Kab.Banjarnegara 13 Kab. Kendal 25 Kab. Sukoharjo 
2 Kab. Banyumas 14 Kab. Klaten 26 Kab. Tegal 
3 Kab. Batang 15 Kab. Kudus 27 Kab.Temanggung 
4 Kab. Blora 16 Kab. Magelang 28 Kab. Wonogiri 
5 Kab. Boyolali 17 Kab. Pati 29 Kab. Wonosobo 
6 Kab. Brebes 18 Kab.Pekalongan 30 Kota Magelang 
7 Kab. Cilacap 19 Kab. Pemalang 31 Kota Pekalongan 
8 Kab. Demak 20 Kab.Purbalingga 32 Kota Salatiga 
9 Kab. Grobogan 21 Kab. Purworejo 33 Kota Semarang 
10 Kab. Jepara 22 Kab. Rembang 34 Kota Surakarta 
11 Kab.Karanganyar 23 Kab. Semarang 35 Kota Tegal 





Tabel 4.2  
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Tahun 2016-2020 
Descriptive Statistics 



































































175      
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 22 
Berdasarkan tabel di atas menjelaskan deskripsi statistik singkat 
masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan jumlah data 175, memiliki nilai 
minimum sebesar Rp.0 pada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten 
Banyumas, Kabupaten Kudus, Kota Magelang dan Kota Salatiga tahun 
2020. Untuk nilai maksimum sebesar Rp. 1.194.350.000.000 pada kota 
Semarang tahun 2016. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2016-2020 
adalah sebesar Rp218.335.596.132,9830. Standar deviasi yang didapat 
adalah sebesar Rp1.460.375.634.478,47530 hal ini mengindikasikan 
bahwa semakin besar standar deviasi yang dihasilkan maka semakin besar 





Rp21.326.990.684.068.763.000.000,000 yang berarti semakin besar 
jumlah nilai varians yang didapat, maka semakin tinggi fluktuasi data 
antara satu data dengan yang lainnya. Dengan menyertakan nilai varians 
pada rata-rata perhitungan pervariabel  akan memberikan informasi yang 
lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi, yang besarnya 
merupakan akar kuadrat dari varians. 
b. Pertumbuhan Ekonomi dengan jumlah data 175, memiliki nilai minimum 
sebesar Rp16.336.984 pada Kabupaten Pemalang tahun 2017. Untuk nilai 
maksimum sebesar Rp966.600.465.482.243 pada Kota Salatiga tahun 
2019. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 
Rp58.246.802.316.943,7660. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar 
Rp181.655.087.474.592,12000 hal ini mengindikasikan bahwa semakin 
besar standar deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula keragaman 
sampel serta varians yang didapat Rp32.998.570.805.401.763.000.000,000 
yang berarti semakin besar jumlah nilai varians yang didapat, maka 
semakin tinggi fluktuasi data antara satu data dengan yang lainnya. 
Dengan menyertakan nilai varians pada rata-rata perhitungan pervariabel  
akan memberikan informasi yang lebih akurat. Demikian juga dengan 
standar deviasi, yang besarnya merupakan akar kuadrat dari varians. 
c. Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah data 175, memiliki nilai minimum 
sebesar Rp171.277.218.774 terjadi pada kabupaten Blora tahun 2016. 
Untuk nilai maksimum sebesar Rp2.006.333.418.588 pada Kota Semarang 





sebesar Rp381.820.689.904,5200. Standar deviasi yang didapat adalah 
sebesar Rp270.682.604.769,36008 hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin besar standar deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula 
keragaman sampel serta varians yang didapat Rp 
Rp73.269.072.524.725.600.000.000,000 yang berarti semakin besar 
jumlah nilai varians yang didapat, maka semakin tinggi fluktuasi data 
antara satu data dengan yang lainnya. Dengan menyertakan nilai varians 
pada rata-rata perhitungan pervariabel akan memberikan informasi yang 
lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi, yang besarnya 
merupakan akar kuadrat dari varians. 
d. Dana Perimbangan dengan jumlah data 175, memiliki nilai minimum 
sebesar Rp109.413.000.000 pada Kota Pekalongan tahun 2016. Untuk nilai 
maksimum sebesar Rp2.318.434.934.822 pada Kabupaten Pemalang tahun 
2020. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 
Rp1.290.426.741.890,7422. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar 
Rp355.127.932.581,09600 hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar 
standar deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula keragaman 
sampel serta varians yang didapat 
Rp126.115.848.499.323.470.000.000,000 yang berarti semakin besar 
jumlah nilai varians yang didapat, maka semakin tinggi fluktuasi data 
antara satu data dengan yang lainnya. Dengan menyertakan nilai varian 





lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi, yang besarnya 
merupakan akar kuadrat dari varians. 
e. Belanja Modal dengan jumlah data 175, memiliki nilai minimum sebesar 
Rp52.731.275.447 pada kabupaten Klaten tahun 2020. Untuk nilai 
maksimum sebesar Rp1.275.359.088.966 terjadi pada kota Semarang 
tahun 2017. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2016-2020 adalah 
sebesar Rp368.975.504.676,2057. Standar deviasi yang didapat adalah 
sebesar Rp184.253.591.841,92390 hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin besar standar deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula 
keragaman sampel serta varians yang didapat 
Rp33.949.386.106.650.280.000.000,000 yang berarti semakin besar 
jumlah nilai varians yang didapat, maka semakin tinggi fluktuasi data 
antara satu data dengan yang lainnya. Dengan menyertakan nilai varian 
pada rata-rata perhitungan pervariabel  akan memberikan informasi yang 
lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi, yang besarnya 
merupakan akar kuadrat dari varians. 
2. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
a. Analisis Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi antara variabel penganggu atau residual mempunyai distribusi 
normal atau tidak.  Uji statistik sederhana juga bisa dilakukan dengan 





2019:20). Uji K-S ini dilakukan dengn melihat nilai probabilitasnya, 
dengan ketetapan jika hasil yang diperoleh dari Kolmogorov-Smirnov 
memperlihatkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual 
terdistribusi dengan normal. Akan tetapi apabila hasil Kolmogorov-
Smirnov memperlihatkan nilah signifikan di bawah 0,05 maka data 
residual terdistribusi tidak normal. Berikut hasil uji normalitas 
berdasarkan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test : 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas One-SampleKolmogorov-Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 175 
Normal Parametersa,b Mean .0000641 






Test Statistic .046 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 22 
Berdasarkan hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 
diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) 0,200 atau 20%. Nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (0,200 > 0,05) , maka data 
residual tersebut terdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji 





variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai 
tolerance serta Varian Inflation Factor(VIF). Suatu model regresi 
dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala 
multikolonieritas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil 
dari 10 dan nilai Tolerance> 0,10. Hasil uji Multikolinearitas dapat 
dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.4  






Sumber : data  yang telah diolah menggunakan SPSS 22 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka Tolerance 
dari masing-masing variabel independen memiliki angka > 0,10. Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) memiliki nilai tolerance 0,825 
(0,825> 0,10), Pertumbuhan Ekonomi (X2) memiliki nilai tolerance 
0,945 (0,945> 0,10), Pendapatan Asli Daerah (X3) memiliki nilai 
tolerance 0,809 (0,809> 0,10), sementara Dana Perimbangan (X4) 
memiliki nilai tolerance 0,792 (0,792> 0,10). Uji multikolinearitas juga 





1 Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 
.825 1.212 
Pertumbuhan Ekonomi .945 1.059 
Pendapatan Asli Daerah .809 1.236 





VIF< 10 . Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) memiliki nilai VIF 
1,212 (1,121< 10), Pertumbuhan Ekonomi (X2) memiliki nilai VIF 
1,059 (1,059< 10), Pendapatan Asli Daerah (X3) memiliki nilai VIF 
1,236 (1,236< 10), sementara Dana Perimbangan (X4) memiliki nilai 
VIF 1,263 (1,263< 10). Berdasarkan data tersebut, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas atau seharusnya 
tidak terjadi regresi di antara variabel independen. 
 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 
suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Jika suatu 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
maka disebut Homoskedastisitas, namun sebaliknya jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heterokedastisitas yang 







Gambar 4. 2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model regresi yang baik adalah yang homoskodestisitas atau tidak 
terjadi heteroskedasitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik 
scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan 
residualnya SRESID. Berdasarkan hasil gambar scatterplot dengan 
jelas menunjukkan bahwa dalam suatu grafik tidak terdapat pola yang 
jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 
sumbu y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 
meengandung adanya asumsi heterokedastisitas. 
 
4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya. Model regresi 
yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Uji Autokorelasi ini dapat 





Tabel 4.5  
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 









Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 22 
Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, pada nilai hitung 
Durbin Watson sebesar 1.833. Nilai tersebut, akan dibandingkan 
dengan tabel DW, dengan jumlah sampel penelitian (n) sebanyak 175, 
serta jumlah variabel independen (k) sebanyak 4. Dari tabel DW, dapat 
diketahui bahwa dl = 1.7062 dan du = 1.7996. Maka dapat disimpulkan 
berdasarkan pengambilan keputusan autokorelasi bahwa du < d<4-du 
(1.7996< 1.833< 2.2004) yang berarti tidak ada masalah autokorelasi. 
b. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menyatakan 
hubungan variabel bebas (X) secara bersama-sama dengan variabel terikat 
(Y). Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Pendapatan Asli 
Daerah (X3), dan Dana Perimbangan (X4) terhadap Belanja Modal (Y) 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016 - 2020. 







Tabel 4.6  












 -.785 .433 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 
.294 .067 .233 4.377 .000 
Pertumbuhan Ekonomi 2.007E-5 .000 .020 .397 .692 
Pendapatan Asli Daerah .322 .037 .474 8.794 .000 
Dana Perimbangan .161 .028 .311 5.714 .000 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 22 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut : 
Y = -27.797.183.216,377+0,294 X1+2,007E-5 X2+0,322 X3+ 0,161 X4 +  
Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai : 
1. Nilai konstantan (a) adalah sebesar Rp -27.797.183.216,377, artinya 
jika semua variabel independen dianggap konstan atau nol (0), maka 
didapatkan nilai belanja modal sebesar Rp -27797183216,377. 
2. Nilai koefisien regresi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (b1) 
bernilai positif yaitu 0,294, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
satu satuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan mengakibatkan 





3. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi (b2) bernilai 
Positif yaitu 2,007E-5, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu 
satuan Pertumbuhan Ekonomi akan mengakibatkan kenaikan belanja 
modal sebesar 2,007E-5. 
4. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (b3) bernilai 
positif yaitu 0,322, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu 
satuan Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan kenaikan belanja 
modal sebesar 0,322. 
5. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (b4) bernilai positif 
yaitu 0,161, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan 
Dana Perimbangan akan mengakibatkan kenaikan belanja modal 
sebesar 0,161. 
c. Uji Hipotesis 
1. Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit Test) 
Uji kelayakan model (Goodness Of Fit Test) mempunyai tujuan 
untuk melihat signifikan model regresi yang digunakan dalam 
penelitian. Apabila angka signifikan < (α) 0,05 maka model regresi 
yang dihasilkan layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 
Namun apabila angka signifikan > (α) 0,05 maka model regresi yang 









Hasil Uji Goodness Of Fit 
ANOVAa 















174    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah 
 
Berdasarkan tabel 4.7 tersebut menunjukan bahwa nilai dari 
Goodness Of Fit sebesar 64,067 dengan tingkat signifikan 0,000. 
Sehingga dapat diartikan bahwa model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. 
2. Uji Signifikansi Parsial (uji t) 
Uji Parsial t merupakan uji hipotesis untuk mengetahui seberapa 
jauh pengaruh satu variabel bebas/penjelas/independen secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan 
keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai 









Tabel 4.8  




















.294 .067 .233 4.377 .000 .825 1.212 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
2.007E-5 .000 .020 .397 .692 .945 1.059 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.322 .037 .474 8.794 .000 .809 1.236 
Dana 
Perimbangan 
.161 .028 .311 5.714 .000 .792 1.263 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 22 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) secara signifikansi 
menunjukkan bahwa t1 hitung = 4,377, t tabel = 1.97393 dimana 
thitung > ttabel, nilai sig = 0,000 < 0,025, maka Hipotesis diterima. 
Dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) 
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y).  
b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi 
Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) secara signifikansi 
menunjukkan bahwa t2 hitung = 0,597,  t tabel = 1.97393 dimana 





Dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X2) tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y).  
c. Variabel Pendapatan Asli Daerah 
Variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) secara signifikansi 
menunjukkan bahwa t3 hitung = 8,794, t tabel = 1.97393 dimana 
t3hitung > ttabel, nilai Sig = 0,000 < 0,025, maka Hipotesis diterima. 
Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X3) berpengaruh 
positif terhadap Belanja Modal (Y).  
d. Variabel Dana Perimbangan 
Variabel Dana Perimbangan (X4) secara signifikan menunjukkan 
bahwa t4 hitung = 5,714, t tabel = 1.97393 dimana t4hitung > ttabel, nilai 
sig = 0,000 < 0,025, maka Hipotesis diterima. Dapat disimpulkan 
bahwa Dana Perimbangan (X4) berpengaruh positif terhadap Belanja 
Modal (Y).  
3. Uji Koefisien Determinan (R2) 
Berdasarkan analisis koefisien determinasi yang dilakukan dengan 
menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut: 
Tabel 4.9  
Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.775a .601 .592 
117719535929.
47150 





Dari hasil perhitungan pada tabel, dapat diketahui nilai Adjusted R 
Square diperoleh sebesar 0,592. Nilai tersebut mengandung arti bahwa 
total variasi Belanja Modal yang disebabkan oleh Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama adalah sebesar 
59,2% dan sisanya 40,8% berasal dari faktor lain yang tidak dapat 
dijelaskan. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka memperoleh hasil sebagai 
berikut : 
1. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pertama, variabel Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran memiliki nilai koefisian regresi bernilai positif sebesar 
0,294, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sau satuan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 
0,294. Kemudian secara signifikan hasil penelitian ini menunjukan dimana t1 
hitung = 4,377, t tabel = 1.97393 dimana t1hitung > ttabel, nilai sig = 0,000 < 
0,025, maka hal ini menunjukkan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal.  
SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan dari usaha 
meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
digunakan untuk menutu defisit APBD. Sisa anggaran yang terjadi di akhir 
periode bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan ataupun belanja untuk 





anggaran berikutnya penggunaan SiLPA dalam bentuk membiayai 
pelaksanaan kegiatan atas beban belanja langsung, belanja barang dan jasa, 
serta belanja modal (Kadi, 2010). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
berpengaruh positif disebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat 
meningkatkan belanja modal disuatu daerah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Aditiya & Dirgantari (2017), Kusnandar & Siswanto (2012) dan Maryadi 
(2014) yang membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi 
Belanja Modal. 
2. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis kedua, variabel Pertumbuhan 
Ekonomi memiliki nilai koefisian regresi sebesar 2,007E-5, hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan sau satuan Pertumbuhan Ekonomi akan 
mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 2,007E-5. Kemudian secara 
signifikan hasil penelitian ini menunjukkan t2 hitung = 0,597,  t tabel = 
1.97393 dimana t2hitung < ttabel, nilai Sig = 0,692 > 0,025, maka hal ini 
menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara positif antara variabel 
pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.  
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita 
yang secara terus menerus dalam jangka panjang. Salah satu indikator 
keberhasilan infrastruktur adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, 
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula 
kesejahteraan masyarakatnya, walaupun terdapat indikator lain yaitu 





untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Dosmestik Regional Daerah 
(PDRB). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 
dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana langsung kepada 
daerah. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan kondisi perekonomian 
daerah dan tidak memberikan pemasukan terhadap daerah. Pertumbuhan 
ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan 
alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang 
mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran 
(KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro 
ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah. Selain itu, 
menurut Badan Pusat Statistik Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 
2020 berada di zona negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 
tahun lalu tumbuh minus 2,07% secara tahunan (yoy).  Struktur ekonomi 
Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di 
Pulau Jawa sebesar 58,75 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami 
kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51 persen. pertumbuhan ekonomi Indonesia 
di kuartal IV-2020 mengalami kontraksi 0,42% bila dibandingkan kuartal III-
2020, dan kalau dibandingkan dengan kuartal IV-2019, ekonomi Indonesia 
mengalami kontraksi 2,19% yoy.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Syukri & Hinaya, 2019), (Sari, Kepramareni, & Novitasari, 2017), (Nurzen 





mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap Belanja Modal.  
3. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis ketiga, variabel Pendapatan Asli 
Daerah memiliki nilai koefisian regresi bernilai positif sebesar 0,322, hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan sau satuan Pendapatan Asli Daerah akan 
mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 0,322. Kemudian secara 
signifikan hasil penelitian ini menunjukkan t3 hitung = 8,794, t tabel = 
1.97393 dimana t3hitung > ttabel, nilai Sig = 0,000 < 0,025, maka hal itu 
menunjukkan terdapat pengaruh secara positif antara variabel pendapatan asli 
daerah terhadap belanja modal.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu upaya pengoptimalan 
dalam rangka menggali kemampuan suatu daerah berdasarkan sumber dan 
potensi yang dimiliki (Susanti & Fahlevi, 2016). Salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang terbesar adalah pendapatan pajak daerah 
(Hidayah & Setiyawati, 2014). Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik adalah 
dengan cara mengalokasikan dananya untuk kebutuhan belanja modal.  
Mahmudi, Hardani, & Sallama (2010) menjelaskan belanja modal merupakan 
belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menambah 
asset atau meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada publik serta 
dapat memiliki manfaat lebih dari satu tahun. (Susanti & Fahlevi, 2016) 
berpendapat bahwa semakin besar jumlah pendapatan Asli daerah yang 





Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Susanti & Fahlevi, 2016), (Prastiwi, Ayu, Nurlaela & Chomsatu, 2016) dan 
(Meianto, Edy, B., & Wenny dan Cherrya Dhia, 2013) yang menunjukan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.  
4. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis keempat, variabel Dana 
Perimbangan memiliki nilai koefisian regresi bernilai positif sebesar 0,161, 
hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sau satuan Pendapatan Asli 
Daerah akan mengakibatkan kenaikan belanja modal sebesar 0,161. 
Kemudian secara signifikan hasil penelitian ini menunjukan t4 hitung = 5,714, 
t tabel = 1.97393 dimana t4hitung > ttabel, nilai sig = 0,000 < 0,025, maka hal itu 
menunjukkan terdapat pengaruh secara positif antara variabel Dana 
Perimbangan terhadap belanja modal.  
Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari 
APBN yang membopong pelaksanaan kewenangan pemda guna untuk 
mancapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama guna untuk 
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan 
merupakan salah satu indikator pendapatan asli daerah yang cukup penting. 
Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan sumber pendapatan 
dari dana perimbangan sebab jumlah PAD-nya yang belum mencukupi untuk 
menutup anggaran belanjanya (Nordiawan, 2007:48). Dana Perimbangan 
yang terdiri dari DBH pajak serta tidak pajak juga Dana Alokasi Umum serta 
Dana Alokasi Khusus adalah dana transfer yang berasal dari pada pemerintah 





Jika realisasi belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, jadi dapat 
menyebabkan devisit. Dalam menutupi kurangnya belanja daerah, jadi 
pemerintah pusat menyerahkan transfer dana berupa dana perimbangan ke 
pemda. Hal ini dapat diartikan semakin besar dana perimbangan maka 
semakin besar pula pengalokasian terhadap belanja modal. Pemerintah pusat 
memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam 
pembagian sumber daya baik itu untuk kepentingan nasional maupun 
kepentingan rakyat.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 
Kepramareni, & Novitasari, 2017), (Nurdiwaty, Zaman, & Kristinawati, 
2017), dan (Arifah & Haryanto, 2019) yang menunjukan bahwa Dana 










KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan, 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja 
Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016–2020. 
2. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020. 
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020. 
4. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016 – 2020. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan 
untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian selanjutnya menambah 
variabel-variabel yang mempengaruhi belanja modal seperti: belanja pegawai, 
kinerja keuangan, pendapatan retribusi, pendapatan pajak daerah, pendapatan 





2. Berhubung penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di 
Wilayah Jawa Tengah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
memperluas subjek penelitian. 
3. Penelitian selanjutnya dapat rentang waktu pengamatan lebih dari lima tahun 
minimal pengamatan selama enam tahun sehingga lebih menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya serta memberikan hasil yang lebih efisien dan 
efektif. 
4. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan potensi penerimaan daerah 
terutama dalam bentuk PAD sehingga tidak terlalu bergantung kepada 
pemerintah pusat. 
C. Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel 
maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian 
antara lain:  
1. Data penelitian hanya dari 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, 
sehingga tidak mencerminkan kondisi Pemerintahan Daerah secara 
keseluruhan.  
2. Periode penelitian ini hanya dibatasi selama 5 tahun, yaitu tahun 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020.  
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel (Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
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Data Laporan Keuangan Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal di Jawa 























Jawa tengah 66.728.938 13.413.658 80.142.596 83,26% 16,74% 
Kab. Banjarnegara 1.764.828 358.206 2.123.034 83,13% 16,87% 
Kab. Banyumas 2.978.753 478.797 3.457.550 86,15% 13,85% 
Kab. Batang 1.543.289 211.778 1.755.067 87,93% 12,07% 
Kab. Blora 1.734.653 466.887 2.201.540 78,79% 21,21% 
Kab. Boyolali 1.851.008 530.594 2.381.602 77,72% 22,28% 
Kab. Brebes 2.510.332 621.920 3.132.252 80,14% 19,86% 
Kab. Cilacap 2.620.000 663.321 3.283.321 79,80% 20,20% 
Kab. Demak 1.854.334 455.482 2.309.816 80,28% 19,72% 
Kab. Grobogan 2.102.561 448.666 2.551.227 82,41% 17,59% 
Kab. Jepara 2.012.392 325.214 2.337.606 86,09% 13,91% 
Kab. Karanganyar 1.975.131 286.885 2.262.016 87,32% 12,68% 
Kab. Kebumen 2.443.709 365.841 2.809.550 86,98% 13,02% 
Kab. Kendal 2.048.179 283.504 2.331.683 87,84% 12,16% 
Kab. Klaten 2.374.212 308.145 2.682.357 88,51% 11,49% 
Kab. Kudus 1.783.453 278.211 2.061.664 86,51% 13,49% 
Kab. Magelang 2.182.064 386.530 2.568.594 84,95% 15,05% 
Kab. Pati 2.465.160 405.100 2.870.260 85,89% 14,11% 
Kab. Pekalongan 1.838.370 345.165 2.183.535 84,19% 15,81% 
Kab. Pemalang 2.236.813 347.658 2.584.471 86,55% 13,45% 
Kab. Purbalingga 1.800.591 262.137 2.062.728 87,29% 12,71% 
Kab. Purworejo 1.858.876 327.414 2.186.290 85,02% 14,98% 
Kab. Rembang 1.656.432 207.071 1.863.503 88,89% 11,11% 
Kab. Semarang 1.918.770 393.472 2.312.242 82,98% 17,02% 
Kab. Sragen 1.842.814 249.326 2.092.140 88,08% 11,92% 
Kab. Sukoharjo 1.763.571 350.578 2.114.149 83,42% 16,58% 
Kab. Tegal 2.283.039 434.393 2.717.432 84,01% 15,99% 
Kab. Temanggung 1.617.785 223.249 1.841.034 87,87% 12,13% 
Kab. Wonogiri 1.890.883 565.092 2.455.975 76,99% 23,01% 





Kota Magelang 723.107 272.055 995.162 72,66% 27,34% 
Kota Pekalongan 772.243 182.154 954.397 80,91% 19,09% 
Kota Salatiga 758.962 183.725 942.687 80,51% 19,49% 
Kota Semarang 3.579.173 1.054.761 4.633.934 77,24% 22,76% 
Kota Surakarta 1.468.830 543.578 2.012.408 72,99% 27,01% 
























Data Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Variabel Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,  Dana Perimbangan dan 
Belanja Modal Tahun 2016-2020. 
a. APBD se-Prov Jateng 2016 
APBD 2016 
se-Prov. Jawa Tengah 
Data per Februari 2017 (Anggaran) dan 11 Okt 2018 (Realisasi) 
Akun Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 90.160.894.779.881,00 88.598.301.995.707,00 98,27 % 
PAD 22.966.541.768.976,00 22.747.773.353.248,00 99,05 % 
Pajak daerah 15.016.540.148.130,00 13.267.510.720.788,00 88,35 % 
Retribusi daerah 922.901.313.754,00 1.005.473.301.429,00 108,95 % 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 688.946.089.692,00 744.145.113.605,00 108,01 % 
Lain-lain PAD yang sah 6.338.154.217.400,00 7.730.644.217.426,00 121,97 % 
Daper 50.752.536.537.441,00 53.202.539.860.574,00 104,83 % 
Dana bagi hasil pajak/bagi 
hasil bukan pajak 2.626.391.136.441,00 2.804.557.423.499,00 106,78 % 
Dana alokasi umum 35.747.562.132.000,00 35.890.152.000.000,00 100,40 % 
Dana alokasi khusus 12.378.583.269.000,00 14.507.830.437.075,00 117,20 % 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah 16.441.816.473.464,00 12.647.988.781.885,00 76,93 % 
Hibah 120.881.307.180,00 880.478.468.385,00 728,38 % 
Dana darurat 0,00 228.037.725.398,00 - 
Dana bagi hasil pajak dari 
Propinsi dan Pemda lainnya 3.970.828.534.084,00 3.941.888.365.237,00 99,27 % 
Dana penyesuaian dan otonomi 
khusus 9.065.136.032.000,00 4.118.903.751.200,00 45,44 % 
Bantuan keuangan dari 
Propinsi atau Pemda lainnya 680.909.953.200,00 1.291.344.547.000,00 189,65 % 
Lain-lain 2.604.060.647.000,00 2.187.335.924.665,00 84,00 % 
Belanja 95.265.623.575.320,00 90.731.413.255.731,00 95,24 % 
Belanja Tidak Langsung 61.771.917.400.262,00 58.287.411.577.517,00 94,36 % 
Belanja Pegawai 38.285.375.038.903,00 35.691.424.000.000,00 93,22 % 
Belanja Bunga 7.096.082.970,00 24.689.905.634,00 347,94 % 
Belanja Subsidi 2.042.389.000,00 23.944.309.458,00 1.172,37 % 
Belanja Hibah 6.113.713.313.300,00 6.713.915.290.114,00 109,82 % 
Belanja Bantuan sosial 408.060.786.000,00 471.809.546.467,00 115,62 % 
Belanja Bagi hasil kpd 





Belanja Bantuan keuangan kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 11.147.140.100.435,00 10.741.836.959.815,00 96,36 % 
Belanja tidak terduga 241.175.833.624,00 42.781.613.717,00 17,74 % 
Belanja Langsung 33.493.706.175.058,00 32.444.001.678.214,00 96,87 % 
Belanja Pegawai 2.520.480.482.412,00 262.444.678.214,00 10,41 % 
Belanja Barang dan Jasa 15.207.822.423.600,00 14.947.419.000.000,00 98,29 % 
Belanja Modal 15.765.403.269.046,00 17.234.138.000.000,00 109,32 % 
Pembiayaan 5.100.728.795.438,00 10.544.276.932.639,00 206,72 % 
Penerimaan 5.767.738.979.761,00 11.928.144.743.124,00 206,81 % 
SiLPA TA sebelumnya 5.587.508.202.561,00 11.800.283.000.000,00 211,19 % 
Pencairan dana cadangan 129.276.458.000,00 77.626.396.602,00 60,05 % 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
dan Obligasi Daerah 37.388.510.200,00 29.113.425.074,00 77,87 % 
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 13.565.809.000,00 21.121.921.448,00 155,70 % 
Pengeluaran 667.010.184.323,00 1.383.867.810.485,00 207,47 % 
Pembentukan Dana Cadangan 204.500.000.000,00 178.163.838.605,00 87,12 % 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah 408.896.145.000,00 1.147.580.606.074,00 280,65 % 
Pembayaran Pokok Utang 35.435.652.323,00 36.161.519.200,00 102,05 % 
Pemberian Pinjaman Daerah 7.810.000.000,00 8.164.834.964,00 104,54 % 
Pembayaran Kegiatan Lanjutan 0,00 3.395.551.000,00 - 
Pengeluaran Perhitungan Pihak 



























b. APBD se-Prov Jateng 2017 
 
APBD 2017 
se-Prov. Jawa Tengah 
Data per 26 Mei 2017 (Anggaran) dan 12 November 2018 (Realisasi) 
Akun Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 94.202.362.141.168,00 98.308.511.343.368,00 104,36 % 
PAD 22.619.990.318.372,00 26.945.325.899.152,00 119,12 % 
Pajak daerah 13.626.845.591.000,00 15.003.412.067.198,00 110,10 % 
Retribusi daerah 933.549.230.437,00 900.482.120.556,00 96,46 % 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 787.540.098.473,00 963.167.864.359,00 122,30 % 
Lain-lain PAD yang sah 7.272.055.398.462,00 10.078.263.847.039,00 138,59 % 
Daper 58.902.862.956.349,00 55.987.747.161.165,00 95,05 % 
Dana bagi hasil pajak/bagi 
hasil bukan pajak 2.872.316.100.000,00 2.669.353.950.004,00 92,93 % 
Dana alokasi umum 38.848.089.014.349,00 37.140.829.505.902,00 95,61 % 
Dana alokasi khusus 17.182.457.842.000,00 16.177.563.705.259,00 94,15 % 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah 12.679.508.866.447,00 15.375.438.283.051,00 121,26 % 
Hibah 177.864.182.649,00 899.554.845.269,00 505,75 % 
Dana bagi hasil pajak dari 
Propinsi dan Pemda lainnya 4.421.253.100.798,00 4.950.947.163.134,00 111,98 % 
Dana penyesuaian dan 
otonomi khusus 3.607.021.921.000,00 5.246.440.536.801,00 145,45 % 
Bantuan keuangan dari 
Propinsi atau Pemda lainnya 617.802.870.000,00 1.019.653.611.914,00 165,05 % 
Lain-lain 3.855.566.792.000,00 3.258.842.125.933,00 84,52 % 
Belanja 98.332.580.388.909,00 97.417.659.922.139,00 99,07 % 
Belanja Tidak Langsung 62.280.954.136.476,00 61.992.737.661.610,00 99,54 % 
Belanja Pegawai 37.664.491.160.961,00 36.629.784.828.917,00 97,25 % 
Belanja Bunga 39.622.702.284,00 61.916.670.870,00 156,27 % 
Belanja Subsidi 5.842.389.000,00 2.190.990.500,00 37,50 % 
Belanja Hibah 6.090.593.199.900,00 6.445.440.350.203,00 105,83 % 
Belanja Bantuan sosial 704.992.440.625,00 693.483.371.032,00 98,37 % 
Belanja Bagi hasil kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 4.655.618.423.515,00 5.358.512.949.192,00 115,10 % 
Belanja Bantuan keuangan kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 12.878.845.079.315,00 12.746.317.186.927,00 98,97 % 
Belanja tidak terduga 240.948.740.876,00 55.091.313.969,00 22,86 % 
Belanja Langsung 36.051.626.252.433,00 35.424.922.260.529,00 98,26 % 
Belanja Pegawai 2.754.660.118.678,00 107.770.002.044,00 3,91 % 
Belanja Barang dan Jasa 17.743.334.891.206,00 19.241.884.927.364,00 108,45 % 





Pembiayaan 4.130.248.247.740,00 7.475.097.234.984,00 180,98 % 
Penerimaan 5.021.807.321.861,00 8.580.304.540.091,00 170,86 % 
SiLPA TA sebelumnya 4.459.830.834.775,00 8.114.730.224.513,00 181,95 % 
Pencairan dana cadangan 176.073.711.086,00 206.320.441.829,00 117,18 % 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
dan Obligasi Daerah 356.185.000.000,00 218.747.942.414,00 61,41 % 
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 29.717.776.000,00 40.505.931.335,00 136,30 % 
Pengeluaran 891.559.074.121,00 1.105.207.305.107,00 123,96 % 
Pembentukan Dana Cadangan 199.223.542.086,00 255.571.416.290,00 128,28 % 
Penyertaan Modal (Investasi) 








































c. APBD se-Prov Jateng 2018 
 
APBD 2018 dan Realisasi APBD 2018 
se-Prov. Jawa Tengah 
Anggaran Murni dan Realiasasi APBD TA 2018 per 10 September 2020 
Akun Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 97.513.316.246.246,00 100.289.090.223.909,00 102,85 % 
PAD 25.132.961.148.675,00 26.766.784.043.017,00 106,50 % 
Pajak daerah 14.993.121.245.000,00 16.464.014.802.226,00 109,81 % 
Retribusi daerah 1.030.326.661.386,00 952.511.893.716,00 92,45 % 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 934.942.353.895,00 995.946.372.701,00 106,52 % 
Lain-lain PAD yang sah 8.174.570.888.394,00 8.354.310.974.374,00 102,20 % 
Daper 57.188.730.588.072,00 56.236.565.457.704,00 98,34 % 
Dana bagi hasil pajak/bagi 
hasil bukan pajak 2.751.892.754.072,00 2.419.735.041.332,00 87,93 % 
Dana alokasi umum 37.217.345.781.000,00 37.139.092.617.878,00 99,79 % 
Dana alokasi khusus 17.219.492.053.000,00 16.677.737.798.494,00 96,85 % 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah 15.191.624.509.499,00 17.285.740.723.188,00 113,78 % 
Hibah 2.826.410.379.895,00 2.979.517.829.607,00 105,42 % 
Dana darurat 0,00 9.667.587.140,00 - 
Dana bagi hasil pajak dari 
Propinsi dan Pemda lainnya 4.494.796.979.604,00 5.181.987.177.319,00 115,29 % 
Dana penyesuaian dan 
otonomi khusus 6.145.688.224.000,00 7.196.624.557.689,00 117,10 % 
Bantuan keuangan dari 
Propinsi atau Pemda lainnya 654.464.549.000,00 1.016.362.864.039,00 155,30 % 
Lain-lain 1.070.264.377.000,00 901.580.707.394,00 84,24 % 
Belanja 102.597.041.350.421,00 100.372.353.244.403,00 97,83 % 
Belanja Tidak Langsung 62.108.681.543.938,00 63.512.451.583.429,00 102,26 % 
Belanja Pegawai 36.554.419.115.015,00 37.346.604.343.448,00 102,17 % 
Belanja Bunga 27.949.388.000,00 15.622.418.729,00 55,90 % 
Belanja Subsidi 2.045.889.000,00 1.408.564.000,00 68,85 % 
Belanja Hibah 7.108.572.339.000,00 6.911.668.801.849,00 97,23 % 
Belanja Bantuan sosial 538.701.390.000,00 571.313.440.162,00 106,05 % 
Belanja Bagi hasil kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 4.899.204.264.211,00 5.314.553.002.139,00 108,48 % 
Belanja Bantuan keuangan 
kpd Prop/Kab/Kota dan 
Pemdes 12.841.403.126.457,00 13.308.947.666.994,00 103,64 % 
Belanja tidak terduga 136.386.032.255,00 42.333.346.108,00 31,04 % 
Belanja Langsung 40.488.359.806.483,00 36.859.901.660.974,00 91,04 % 





Belanja Barang dan Jasa 21.215.074.696.699,00 21.327.806.871.787,00 100,53 % 
Belanja Modal 15.561.936.019.288,00 15.532.094.789.187,00 99,81 % 
Pembiayaan 5.083.725.124.175,00 8.250.320.682.190,00 162,29 % 
Penerimaan 5.658.635.306.187,00 9.141.113.037.025,00 161,54 % 
SiLPA TA sebelumnya 4.872.197.920.187,00 8.358.110.652.238,00 171,55 % 
Pencairan dana cadangan 509.091.610.000,00 509.699.207.340,00 100,12 % 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 0,00 25.000.000.000,00 - 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
dan Obligasi Daerah 252.261.114.000,00 220.034.018.988,00 87,22 % 
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 2.150.000.000,00 28.266.025.284,00 1.314,70 % 
Penerimaan piutang daerah 22.784.662.000,00 3.133.175,00 0,01 % 
Penerimaan Kembali Investasi 
Dana Bergulir 150.000.000,00 0,00 0,00 % 
Pengeluaran 574.910.182.012,00 890.792.354.835,00 154,94 % 
Pembentukan Dana Cadangan 22.000.000.000,00 146.982.776.824,00 668,10 % 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah 423.158.583.092,00 629.376.583.092,00 148,73 % 
Pembayaran Pokok Utang 81.238.944.000,00 93.713.188.942,00 115,36 % 
Pemberian Pinjaman Daerah 33.473.575.000,00 9.585.000.000,00 28,63 % 
Pembayaran Kegiatan 
Lanjutan 0,00 0,00 - 
Pengeluaran Perhitungan 
Pihak Ketiga 15.039.079.920,00 11.134.805.977,00 74,04 % 



























d. APBD se-Prov Jateng 2019 
 
Realisasi APBD 2019 
se-Prov. Jawa Tengah 
Realisasi APBD 2019 (per 21 Oktober 2020) 
Akun Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 104.530.575.465.556,00 106.022.895.404.814,00 101,43 % 
PAD 27.422.028.289.440,00 28.648.041.587.526,00 104,47 % 
Pajak daerah 16.618.263.753.450,00 17.592.388.190.593,00 105,86 % 
Retribusi daerah 1.143.636.340.188,00 966.866.197.377,00 84,54 % 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 1.036.902.314.603,00 1.090.516.116.899,00 105,17 % 
Lain-lain PAD yang sah 8.623.225.881.199,00 8.998.271.082.657,00 104,35 % 
Daper 59.755.695.730.204,00 58.438.204.625.061,00 97,80 % 
Dana bagi hasil pajak/bagi 
hasil bukan pajak 2.475.644.373.000,00 1.939.366.595.507,00 78,34 % 
Dana alokasi umum 38.648.804.483.000,00 38.841.055.154.000,00 100,50 % 
Dana alokasi khusus 18.631.246.874.204,00 17.657.782.875.554,00 94,78 % 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah 17.352.851.445.912,00 18.936.649.192.227,00 109,13 % 
Hibah 3.086.050.986.677,00 3.522.197.655.817,00 114,13 % 
Dana darurat 0,00 0,00 - 
Dana bagi hasil pajak dari 
Propinsi dan Pemda lainnya 4.803.317.649.235,00 5.257.112.080.982,00 109,45 % 
Dana penyesuaian dan otonomi 
khusus 8.549.415.485.000,00 9.104.986.291.997,00 106,50 % 
Bantuan keuangan dari 
Propinsi atau Pemda lainnya 204.804.020.000,00 1.050.456.112.049,00 512,91 % 
Lain-lain 709.263.305.000,00 0,00 0,00 % 
Pendapatan Lainnya 0,00 1.897.051.382,00 - 
Belanja 108.745.021.150.103,00 106.293.656.736.412,00 97,75 % 
Belanja Tidak Langsung 65.640.137.851.600,00 63.672.846.657.152,00 97,00 % 
Belanja Pegawai 37.922.986.800.820,00 35.344.289.618.256,00 93,20 % 
Belanja Bunga 32.372.743.000,00 21.845.038.755,00 67,48 % 
Belanja Subsidi 5.045.889.000,00 1.511.665.846,00 29,96 % 
Belanja Hibah 7.017.119.434.000,00 6.942.498.478.412,00 98,94 % 
Belanja Bantuan sosial 605.174.981.500,00 598.739.490.200,00 98,94 % 
Belanja Bagi hasil kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 5.469.474.030.108,00 5.619.393.505.884,00 102,74 % 
Belanja Bantuan keuangan kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 14.448.485.692.383,00 15.120.564.720.787,00 104,65 % 
Belanja tidak terduga 139.478.280.789,00 24.004.139.012,00 17,21 % 
Belanja Lainnya 0,00 0,00 - 





Belanja Pegawai 3.953.198.515.572,00 3.044.009.056.275,00 77,00 % 
Belanja Barang dan Jasa 23.730.231.207.715,00 24.063.422.246.631,00 101,40 % 
Belanja Modal 15.421.453.575.216,00 15.513.378.776.354,00 100,60 % 
Pembiayaan 4.214.445.684.547,00 7.589.972.264.897,00 180,09 % 
Penerimaan 4.816.793.835.547,00 8.619.803.260.634,00 178,95 % 
SiLPA TA sebelumnya 4.373.597.559.547,00 8.171.718.911.092,00 186,84 % 
Pencairan dana cadangan 125.000.000.000,00 131.868.463.235,00 105,49 % 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 - 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
dan Obligasi Daerah 295.000.000.000,00 302.939.747.100,00 102,69 % 
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 4.161.114.000,00 55.362.500,00 1,33 % 
Penerimaan piutang daerah 17.035.162.000,00 8.531.960.551,00 50,08 % 
Penerimaan Kembali Investasi 
Dana Bergulir 2.000.000.000,00 4.688.816.156,00 234,44 % 
Penerimaan Pembiayaan 
Lainnya 0,00 0,00 - 
Pengeluaran 602.348.151.000,00 1.029.830.995.737,00 170,97 % 
Pembentukan Dana Cadangan 39.500.000.000,00 52.538.035.593,00 133,01 % 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah 364.003.000.000,00 621.257.827.454,00 170,67 % 
Pembayaran Pokok Utang 174.535.151.000,00 350.074.178.778,00 200,58 % 
Pemberian Pinjaman Daerah 9.310.000.000,00 870.000.000,00 9,34 % 
Pembayaran Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 - 
Pengeluaran Perhitungan Pihak 
Ketiga 15.000.000.000,00 5.090.953.912,00 33,94 % 
Pengeluaran Pembiayaan 























e. APBD se-Prov Jateng 2020 
 
APBD dan Realisasi APBD 2020 
se-Prov. Jawa Tengah 
Realisasi APBD 2020 per 11 Februari 2020 
Akun Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 109.569.007.256.723,00 100.293.437.560.819,00 91,53 % 
PAD 30.866.983.092.143,00 27.503.695.793.828,00 89,10 % 
Pajak daerah 19.297.662.671.120,00 16.379.183.776.611,00 84,88 % 
Retribusi daerah 1.202.420.583.458,00 792.118.555.641,00 65,88 % 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 1.145.031.070.455,00 1.216.695.477.576,00 106,26 % 
Lain-lain PAD yang sah 9.221.868.767.110,00 9.115.697.984.000,00 98,85 % 
Daper 60.537.446.777.146,00 55.440.267.372.807,00 91,58 % 
Dana bagi hasil pajak/bagi 
hasil bukan pajak 2.348.342.442.669,00 2.533.070.251.757,00 107,87 % 
Dana alokasi umum 39.351.344.810.000,00 35.728.776.185.000,00 90,79 % 
Dana alokasi khusus 18.837.759.524.477,00 17.178.420.936.050,00 91,19 % 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah 18.164.577.387.434,00 17.349.474.394.184,00 95,51 % 
Hibah 3.238.955.217.160,00 3.259.248.236.478,00 100,63 % 
Dana darurat 0,00 0,00 - 
Dana bagi hasil pajak dari 
Propinsi dan Pemda lainnya 5.124.024.143.274,00 4.500.178.290.202,00 87,83 % 
Dana penyesuaian dan 
otonomi khusus 9.497.782.818.000,00 8.744.783.445.446,00 92,07 % 
Bantuan keuangan dari 
Propinsi atau Pemda lainnya 8.000.000.000,00 699.838.919.835,00 8.747,99 % 
Pendapatan Lainnya 295.815.209.000,00 145.425.502.223,00 49,16 % 
Belanja 114.241.452.766.843,00 95.122.959.289.314,00 83,26 % 
Belanja Tidak Langsung 68.378.701.929.278,00 62.401.603.865.180,00 91,26 % 
Belanja Pegawai 38.206.254.564.956,00 33.739.777.157.831,00 88,31 % 
Belanja Bunga 16.559.632.000,00 16.449.162.633,00 99,33 % 
Belanja Subsidi 3.833.110.000,00 9.857.885.355,00 257,18 % 
Belanja Hibah 8.319.892.446.514,00 6.711.031.095.340,00 80,66 % 
Belanja Bantuan sosial 620.921.762.600,00 655.643.093.098,00 105,59 % 
Belanja Bagi hasil kpd 
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 6.107.743.796.977,00 4.997.665.266.445,00 81,83 % 
Belanja Bantuan keuangan 
kpd Prop/Kab/Kota dan 
Pemdes 14.971.346.226.831,00 13.253.443.631.488,00 88,53 % 
Belanja tidak terduga 132.150.389.400,00 3.017.736.572.990,00 2.283,56 % 
Belanja Lainnya 0,00 0,00 - 
Belanja Langsung 45.862.750.837.565,00 32.721.355.424.134,00 71,35 % 





Belanja Barang dan Jasa 25.780.448.764.735,44 20.430.937.130.054,00 79,25 % 
Belanja Modal 15.624.357.503.442,00 8.990.234.950.888,00 57,54 % 
Pembiayaan 4.672.445.510.120,00 5.142.374.051.261,00 110,06 % 
Penerimaan 5.465.117.079.120,00 5.817.675.866.104,00 106,45 % 
SiLPA TA sebelumnya 5.114.510.803.120,00 5.595.780.582.914,00 109,41 % 
Pencairan dana cadangan 128.550.000.000,00 63.704.351.488,00 49,56 % 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 - 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
dan Obligasi Daerah 194.000.000.000,00 50.255.135.450,00 25,90 % 
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 5.921.114.000,00 1.000.000,00 0,02 % 
Penerimaan piutang daerah 17.035.162.000,00 7.785.032.252,00 45,70 % 
Penerimaan Kembali Investasi 
Dana Bergulir 5.100.000.000,00 100.149.764.000,00 1.963,72 % 
Penerimaan Pembiayaan 
Lainnya 0,00 0,00 - 
Pengeluaran 792.671.569.000,00 675.301.814.843,00 85,19 % 
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 2.094.552.621,00 - 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah 466.265.716.000,00 458.796.694.347,00 98,40 % 
Pembayaran Pokok Utang 307.095.853.000,00 207.324.731.770,00 67,51 % 
Pemberian Pinjaman Daerah 4.310.000.000,00 1.369.500.000,00 31,77 % 
Pembayaran Kegiatan 
Lanjutan 0,00 0,00 - 
Pengeluaran Perhitungan 
Pihak Ketiga 15.000.000.000,00 5.716.336.105,00 38,11 % 
Pengeluaran Pembiayaan 
























Laporan Realisasi Anggaran Per Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah tahun 
2016-2020 
Pemda Tahun SiLPA PAD Daper Belanja Modal 
Kab. 
Banjarnegara 2016 
     
394.324.000.000  
      
221.048.350.442  
     
1.264.069.420.897  
        
487.536.000.000  
Kab. Banyumas 2016 
     
461.706.000.000  
      
541.418.504.936  
     
1.869.097.885.214  
        
400.833.000.000  
Kab. Batang 2016 
     
159.948.000.000  
      
209.957.224.673  
     
1.031.466.424.250  
        
223.872.000.000  
Kab. Blora 2016 
     
139.318.000.000  
      
171.277.218.774  
     
1.331.611.000.000  
        
434.954.000.000  
Kab. Boyolali 2016 
     
235.732.000.000  
      
292.310.344.153  
     
1.358.440.444.420  
        
373.916.000.000  
Kab. Brebes 2016 
     
469.603.000.000  
      
339.156.506.771  
     
1.747.007.698.841  
        
784.628.000.000  
Kab. Cilacap 2016 
     
567.717.000.000  
      
428.598.871.315  
     
1.941.149.973.831  
        
843.986.000.000  
Kab. Demak 2016 
     
207.616.000.000  
      
287.457.127.067  
     
1.266.900.790.629  
        
635.403.000.000  
Kab. Grobogan 2016 
     
257.415.000.000  
      
299.211.620.156  
     
1.489.838.215.649  
        
494.821.000.000  
Kab. Jepara 2016 
     
292.241.000.000  
      
322.509.526.829  
     
1.383.612.231.816  




     
314.620.000.000  
      
301.308.069.387  
     
1.390.153.369.287  
        
382.070.000.000  
Kab. Kebumen 2016 
     
272.180.000.000  
      
291.016.727.630  
     
1.779.773.944.721  
        
649.703.000.000  
Kab. Kendal 2016 
     
378.230.000.000  
      
265.074.880.714  
     
1.263.993.768.657  
        
329.821.000.000  
Kab. Klaten 2016 
     
406.199.000.000  
      
224.197.647.614  
     
1.573.610.933.273  
        
220.759.000.000  
Kab. Kudus 2016 
     
446.160.000.000  
      
279.238.949.943  
     
1.290.967.000.000  
        
678.206.000.000  
Kab. Magelang 2016 
     
492.804.000.000  
      
288.485.279.045  
     
1.213.324.754.419  
        
353.168.000.000  
Kab. Pati 2016 
     
345.770.000.000  
      
314.921.148.585  
     
1.579.435.751.185  




     
228.607.000.000  
      
310.572.982.846  
     
1.182.369.841.011  
        
237.939.000.000  
Kab. Pemalang 2016 
     
261.475.000.000  
      
275.458.485.975  
     
1.507.816.913.885  




     
264.427.000.000  
      
251.816.569.703  
     
1.175.813.689.040  
        
299.154.000.000  
Kab. Purworejo 2016 
     
242.840.000.000  
      
255.598.775.204  
     
1.315.706.298.310  
        
274.263.000.000  
Kab. Rembang 2016 
     
396.608.000.000  
      
234.167.928.390  
        
935.944.058.312  
        
345.546.000.000  
Kab. Semarang 2016 
     
187.736.000.000  
      
318.535.456.508  
     
1.325.779.509.596  
        
381.465.000.000  
Kab. Sragen 2016 
     
235.121.000.000  
      
297.176.667.496  
     
1.442.576.465.967  






Kab. Sukoharjo 2016 
     
366.311.000.000  
      
363.164.247.120  
     
1.246.955.000.000  
        
327.611.000.000  
Kab. Tegal 2016 
     
412.629.000.000  
      
316.051.223.572  
     
1.493.481.559.417  




     
188.310.000.000  
      
281.328.538.403  
     
1.062.556.255.813  
        
398.487.000.000  
Kab. Wonogiri 2016 
     
305.181.000.000  
      
218.605.124.465  
     
1.470.163.991.283  
        
404.554.000.000  
Kab. Wonosobo 2016 
     
238.041.000.000  
      
199.894.559.846  
     
1.079.170.323.015  
        
276.910.000.000  
Kota Magelang 2016 
     
201.227.000.000  
      
220.315.425.999  
        
567.637.132.545  




     
118.486.000.000  
      
178.604.460.870  
        
109.413.000.000  
        
201.951.000.000  
Kota Salatiga 2016 
     
336.630.000.000  
      
203.768.690.069  
        
569.850.276.883  
        
267.295.000.000  
Kota Semarang 2016 
  
1.194.350.000.000  
   
1.491.647.979.748  
     
1.644.280.000.000  
     
1.026.720.000.000  
Kota Surakarta 2016 
     
222.187.000.000  
      
425.502.766.156  
     
1.103.861.599.264  
        
307.534.000.000  
Kota Tegal 2016 
     
141.704.000.000  
      
287.343.472.844  
        
688.199.100.468  




     
195.491.204.317  
      
297.485.382.003  
     
1.421.498.445.787  
        
562.843.385.558  
Kab. Banyumas 2017 
     
389.736.670.693  
      
619.701.627.380  
     
1.868.367.395.431  
        
472.485.470.290  
Kab. Batang 2017 
       
93.695.845.354  
      
219.807.128.307  
        
993.464.937.327  
        
163.667.905.285  
Kab. Blora 2017 
       
43.648.225.790  
      
280.042.019.102  
     
1.348.442.240.943  
        
420.864.556.022  
Kab. Boyolali 2017 
     
143.082.813.903  
      
388.014.897.386  
     
1.354.438.480.868  
        
420.149.743.344  
Kab. Brebes 2017 
       
92.529.433.850  
      
523.660.773.732  
     
1.754.591.823.619  
        
593.490.572.795  
Kab. Cilacap 2017 
     
200.401.176.650  
      
648.091.381.096  
     
1.874.953.083.082  
        
650.976.458.792  
Kab. Demak 2017 
       
66.941.357.275  
      
309.612.407.201  
     
1.230.548.143.827  
        
457.258.575.949  
Kab. Grobogan 2017 
     
119.867.504.907  
      
440.456.238.668  
     
1.522.597.859.511  
        
603.353.904.468  
Kab. Jepara 2017 
     
223.941.692.945  
      
325.530.346.533  
     
1.316.698.615.037  




     
223.810.397.895  
      
415.142.563.370  
     
1.271.470.088.847  
        
271.970.439.801  
Kab. Kebumen 2017 
     
160.912.405.489  
      
443.608.862.461  
     
1.712.419.381.173  
        
433.698.055.660  
Kab. Kendal 2017 
     
297.125.254.911  
      
404.978.613.972  
     
1.258.083.866.285  
        
321.438.759.709  
Kab. Klaten 2017 
     
374.231.954.686  
      
371.718.439.306  
     
1.624.715.625.119  
        
364.937.481.638  
Kab. Kudus 2017 
     
182.034.296.310  
      
366.031.203.778  
     
1.310.924.033.469  
        
500.780.772.427  
Kab. Magelang 2017 
     
457.569.190.778  
      
403.561.238.310  
     
1.161.979.715.539  






Kab. Pati 2017 
     
178.481.942.708  
      
449.821.345.800  
     
1.689.030.336.220  




     
203.986.174.938  
      
305.394.299.061  
     
1.282.878.563.801  
        
336.815.993.533  
Kab. Pemalang 2017 
     
166.466.702.936  
      
425.893.266.850  
     
1.554.319.330.524  




     
160.236.910.033  
      
355.859.003.583  
     
1.242.607.095.713  
        
400.354.579.758  
Kab. Purworejo 2017 
     
339.192.444.262  
      
298.606.494.653  
     
1.207.260.306.714  
        
465.126.656.366  
Kab. Rembang 2017 
     
214.495.185.983  
      
300.319.284.807  
        
927.645.131.515  
        
353.770.714.067  
Kab. Semarang 2017 
     
152.229.713.982  
      
417.417.848.831  
     
1.283.938.368.800  
        
346.459.249.455  
Kab. Sragen 2017 
     
206.837.633.273  
      
404.569.404.722  
     
1.401.311.726.811  
        
349.519.743.025  
Kab. Sukoharjo 2017 
     
289.621.352.709  
      
464.567.409.857  
     
1.217.877.693.551  
        
250.940.426.244  
Kab. Tegal 2017 
     
119.670.200.253  
      
375.531.165.351  
     
1.505.671.807.702  




     
111.281.501.116  
      
308.466.748.340  
     
1.077.448.076.741  
        
313.434.852.386  
Kab. Wonogiri 2017 
     
196.463.469.269  
      
333.840.434.905  
     
1.520.105.622.888  
        
503.215.278.501  
Kab. Wonosobo 2017 
     
178.535.995.176  
      
228.017.473.938  
     
1.133.217.018.646  
        
311.015.809.922  
Kota Magelang 2017 
     
162.344.899.952  
      
233.557.714.356  
        
553.115.007.612  




       
96.588.644.609  
      
192.002.871.181  
        
586.158.869.314  
        
220.686.788.384  
Kota Salatiga 2017 
     
265.449.841.825  
      
220.243.361.132  
        
593.098.550.929  
        
217.847.988.544  
Kota Semarang 2017 
     
818.140.112.812  
   
1.791.886.378.674  
     
1.425.982.183.798  
     
1.275.359.088.966  
Kota Surakarta 2017 
     
230.633.028.036  
      
527.544.224.971  
     
1.048.161.106.387  
        
469.587.240.639  
Kota Tegal 2017 
     
112.932.169.729  
      
306.830.656.135  
        
644.940.136.542  




     
172.249.776.483  
      
235.994.436.137  
     
1.354.080.374.738  
        
474.607.689.278  
Kab. Banyumas 2018 
     
382.315.707.328  
      
648.326.914.035  
     
1.894.413.016.142  
        
525.416.939.614  
Kab. Batang 2018 
       
97.602.830.612  
      
237.547.973.048  
     
1.048.707.118.663  
        
163.400.979.708  
Kab. Blora 2018 
       
63.485.678.762  
      
203.182.795.054  
     
1.375.550.409.408  
        
499.439.779.133  
Kab. Boyolali 2018 
     
153.553.180.774  
      
342.957.213.726  
     
1.438.528.619.300  
        
498.972.083.904  
Kab. Brebes 2018 
     
164.746.801.352  
      
346.907.972.510  
     
1.753.057.931.104  
        
527.158.454.521  
Kab. Cilacap 2018 
     
221.474.491.947  
      
527.577.740.281  
     
1.874.260.346.332  
        
550.840.750.506  
Kab. Demak 2018 
     
124.548.512.850  
      
342.324.870.245  
     
1.205.186.810.394  






Kab. Grobogan 2018 
     
135.494.838.386  
      
315.743.175.974  
     
1.520.822.495.760  
        
423.425.389.079  
Kab. Jepara 2018 
     
161.457.843.755  
      
369.330.454.700  
     
1.339.634.292.620  




     
186.963.056.959  
      
343.156.469.167  
     
1.325.732.297.703  
        
261.936.024.361  
Kab. Kebumen 2018 
     
224.135.495.480  
      
352.047.092.282  
     
1.654.135.303.906  
        
370.004.376.524  
Kab. Kendal 2018 
     
234.868.200.025  
      
335.892.237.024  
     
1.299.802.798.970  
        
284.991.421.170  
Kab. Klaten 2018 
     
455.690.054.002  
      
395.884.244.135  
     
1.652.127.767.661  
        
384.574.980.960  
Kab. Kudus 2018 
     
138.845.378.580  
      
337.364.609.424  
     
1.281.771.374.568  
        
377.578.292.200  
Kab. Magelang 2018 
     
301.191.010.635  
      
325.089.093.092  
     
1.398.132.841.570  
        
501.727.375.261  
Kab. Pati 2018 
     
283.441.994.190  
      
384.041.846.939  
     
1.637.310.968.390  




     
229.787.303.095  
      
311.288.143.682  
     
1.288.217.218.488  
        
431.412.970.525  
Kab. Pemalang 2018 
     
230.440.704.973  
      
300.481.887.079  
     
1.542.918.673.569  




     
114.477.343.758  
      
282.679.019.517  
     
1.240.574.231.875  
        
270.527.629.406  
Kab. Purworejo 2018 
     
175.783.754.409  
      
286.971.590.024  
     
1.247.436.685.096  
        
365.866.406.531  
Kab. Rembang 2018 
     
117.161.445.444  
      
296.676.436.263  
        
902.171.379.111  
        
309.448.505.895  
Kab. Semarang 2018 
     
234.923.369.862  
      
383.475.678.134  
     
1.307.508.472.787  
        
405.051.441.667  
Kab. Sragen 2018 
     
176.845.059.465  
      
334.303.284.344  
     
1.396.508.762.647  
        
428.218.853.657  
Kab. Sukoharjo 2018 
     
467.281.226.263  
      
433.485.481.219  
     
1.219.811.099.454  
        
388.468.318.338  
Kab. Tegal 2018 
     
106.925.093.496  
      
372.282.676.055  
     
1.513.203.330.274  




       
66.478.733.932  
      
252.019.934.778  
     
1.069.110.356.426  
        
185.771.793.520  
Kab. Wonogiri 2018 
     
196.486.500.739  
      
269.032.427.619  
     
1.532.139.685.475  
        
406.899.652.093  
Kab. Wonosobo 2018 
     
271.466.373.121  
      
226.819.478.601  
     
1.139.805.205.659  
        
381.600.659.789  
Kota Magelang 2018 
     
180.992.764.876  
      
249.877.424.347  
        
570.455.641.253  




       
78.568.368.646  
      
179.224.408.698  
        
586.379.794.858  
        
146.382.593.476  
Kota Salatiga 2018 
     
291.800.636.661  
      
208.926.057.032  
        
561.012.927.696  
        
222.021.981.988  
Kota Semarang 2018 
     
427.634.816.216  
   
1.821.274.103.250  
     
1.438.790.841.076  
     
1.228.459.434.270  
Kota Surakarta 2018 
     
226.280.488.189  
      
527.739.388.159  
     
1.090.922.293.666  
        
523.770.318.153  
Kota Tegal 2018 
     
106.373.126.488  
      
275.021.448.594  
        
602.567.259.369  








     
116.906.522.531  
      
257.700.650.110  
     
1.345.282.274.537  
        
358.205.528.802  
Kab. Banyumas 2019 
     
290.345.329.675  
      
686.805.512.326  
     
1.940.352.355.633  
        
478.797.497.271  
Kab. Batang 2019 
     
101.747.058.956  
      
245.836.087.092  
     
1.090.972.263.503  
        
211.778.239.648  
Kab. Blora 2019 
       
63.802.556.826  
      
246.863.066.484  
     
1.441.716.460.262  
        
466.887.346.008  
Kab. Boyolali 2019 
     
146.262.985.662  
      
395.431.863.402  
     
1.436.635.314.225  
        
530.593.843.520  
Kab. Brebes 2019 
     
178.309.799.004  
      
379.091.298.714  
     
1.876.097.637.787  
        
621.919.531.365  
Kab. Cilacap 2019 
     
302.164.117.633  
      
574.276.795.304  
     
1.928.670.863.364  
        
663.321.198.006  
Kab. Demak 2019 
     
200.338.226.291  
      
407.400.540.995  
     
1.274.017.335.391  
        
455.482.429.713  
Kab. Grobogan 2019 
     
164.086.481.848  
      
344.559.032.450  
     
1.563.813.913.035  
        
448.666.101.416  
Kab. Jepara 2019 
     
107.256.511.653  
      
384.979.296.768  
     
1.393.154.748.566  




     
221.485.431.047  
      
387.763.013.239  
     
1.358.762.557.968  
        
286.884.774.876  
Kab. Kebumen 2019 
     
201.692.379.503  
      
409.163.433.330  
     
1.688.387.155.843  
        
365.840.794.028  
Kab. Kendal 2019 
     
212.484.349.034  
      
350.500.849.956  
     
1.348.372.347.984  
        
283.503.675.627  
Kab. Klaten 2019 
     
395.412.481.939  
      
311.648.401.655  
     
1.666.073.637.378  
        
308.145.403.976  
Kab. Kudus 2019 
     
169.638.236.692  
      
343.824.122.868  
     
1.298.060.004.624  
        
278.210.578.665  
Kab. Magelang 2019 
     
222.173.574.911  
      
417.178.099.961  
     
1.452.804.059.102  
        
386.529.995.844  
Kab. Pati 2019 
     
252.395.056.379  
      
363.997.151.178  
     
1.637.460.890.857  




     
170.564.364.092  
      
341.344.415.575  
     
1.321.954.447.227  
        
345.165.297.652  
Kab. Pemalang 2019 
     
312.197.341.726  
      
350.559.139.753  
     
1.598.475.375.026  




     
125.136.675.308  
      
305.996.806.188  
     
1.271.720.206.430  
        
262.136.781.292  
Kab. Purworejo 2019 
     
107.111.633.638  
      
280.396.155.600  
     
1.292.431.347.427  
        
327.413.701.414  
Kab. Rembang 2019 
       
75.415.765.916  
      
308.445.489.137  
     
1.051.964.945.792  
        
207.071.429.379  
Kab. Semarang 2019 
     
181.106.149.672  
      
429.011.081.257  
     
1.351.090.467.972  
        
393.472.095.964  
Kab. Sragen 2019 
     
277.929.112.252  
      
368.325.799.601  
     
1.431.291.179.984  
        
249.326.386.054  
Kab. Sukoharjo 2019 
     
310.182.333.525  
      
458.742.223.869  
     
1.248.563.458.768  
        
350.577.750.659  
Kab. Tegal 2019 
       
59.879.097.966  
      
436.003.392.413  
     
1.586.668.848.339  




       
85.356.884.193  
      
278.313.775.793  
     
1.133.246.263.266  






Kab. Wonogiri 2019 
     
241.343.452.885  
      
287.221.631.013  
     
1.594.457.129.912  
        
565.091.976.631  
Kab. Wonosobo 2019 
     
255.341.911.472  
      
238.371.743.591  
     
1.236.562.229.419  
        
430.765.650.280  
Kota Magelang 2019 
     
134.408.800.314  
      
273.582.932.151  
        
574.099.278.956  




       
87.928.207.176  
      
212.777.435.294  
        
610.332.820.948  
        
182.153.984.579  
Kota Salatiga 2019 
     
258.254.809.426  
      
236.086.898.372  
        
569.354.886.045  
        
183.724.641.420  
Kota Semarang 2019 
     
176.328.459.834  
   
2.066.333.418.588  
     
1.738.443.043.620  
     
1.054.761.429.772  
Kota Surakarta 2019 
     
188.622.166.304  
      
546.020.008.117  
     
1.110.329.047.182  
        
543.578.176.920  
Kota Tegal 2019 
     
165.508.163.968  
      
285.575.788.984  
        
641.682.768.016  




                               
-  
      
238.595.153.409  
     
1.238.071.740.603  
        
319.150.809.969  
Kab. Banyumas 2020 
                               
-  
      
617.467.710.328  
     
1.854.294.495.150  
        
337.716.678.108  
Kab. Batang 2020 
     
122.728.564.506  
      
234.130.291.340  
     
1.008.861.912.901  
        
139.932.761.327  
Kab. Blora 2020 
       
97.852.691.370  
      
258.225.926.159  
     
1.157.726.522.068  
        
161.110.810.954  
Kab. Boyolali 2020 
              
21.759.547  
      
469.501.624.341  
     
1.357.672.806.072  
        
325.303.157.181  
Kab. Brebes 2020 
     
166.130.532.134  
      
371.341.932.094  
     
1.708.279.450.821  
        
399.734.636.087  
Kab. Cilacap 2020 
     
280.865.946.057  
      
591.360.240.423  
     
1.757.591.202.654  
        
462.431.933.784  
Kab. Demak 2020 
     
225.039.224.476  
      
439.694.424.386  
     
1.181.046.800.246  
        
276.123.262.008  
Kab. Grobogan 2020 
     
134.760.672.754  
      
349.396.711.065  
     
1.444.279.746.734  
        
338.711.253.077  
Kab. Jepara 2020 
     
169.442.313.992  
      
420.385.715.168  
     
1.280.105.479.190  




     
197.446.953.259  
      
384.682.551.684  
     
1.247.805.559.571  
        
147.213.772.480  
Kab. Kebumen 2020 
     
202.667.918.416  
      
403.011.163.101  
     
1.624.225.405.094  
        
288.798.752.118  
Kab. Kendal 2020 
       
97.690.214.753  
      
356.805.910.650  
     
1.228.541.096.335  
        
108.455.011.780  
Kab. Klaten 2020 
     
382.909.001.110  
      
231.949.116.564  
     
1.245.539.365.989  
          
52.731.275.447  
Kab. Kudus 2020 
                               
-  
      
172.899.878.413  
        
927.945.995.318  
          
94.075.102.206  
Kab. Magelang 2020 
     
218.827.197.659  
      
324.229.369.921  
     
1.331.514.071.778  
        
191.243.224.773  
Kab. Pati 2020 
     
200.855.684.539  
      
371.710.004.994  
     
1.505.063.848.568  




     
159.856.594.942  
      
341.824.848.801  
     
1.206.915.407.953  
        
221.250.580.127  
Kab. Pemalang 2020 
     
695.839.801.816  
      
506.436.311.280  
     
2.318.434.934.822  








     
129.993.761.009  
      
211.516.575.688  
     
1.144.405.027.431  
        
105.704.425.760  
Kab. Purworejo 2020 
       
87.840.209.776  
      
304.779.565.558  
     
1.225.319.536.635  
        
254.015.009.152  
Kab. Rembang 2020 
       
40.143.475.817  
      
326.653.214.401  
     
1.012.352.994.244  
        
144.188.453.472  
Kab. Semarang 2020 
     
175.630.364.280  
      
442.240.042.682  
     
1.240.480.579.637  
        
218.899.834.089  
Kab. Sragen 2020 
     
376.284.038.362  
      
394.453.117.572  
     
1.351.654.579.917  
        
257.364.142.818  
Kab. Sukoharjo 2020 
     
420.458.357.396  
      
517.556.157.890  
     
1.163.627.289.398  
        
229.635.935.225  
Kab. Tegal 2020 
       
88.939.455.655  
      
438.501.696.737  
     
1.477.714.812.445  




     
123.395.072.830  
      
305.067.326.509  
     
1.046.567.778.773  
        
101.663.859.771  
Kab. Wonogiri 2020 
     
226.968.126.139  
      
265.758.374.268  
     
1.443.644.274.186  
        
274.623.189.032  
Kab. Wonosobo 2020 
     
148.138.414.810  
      
194.895.834.598  
     
1.123.121.205.367  
        
221.763.701.813  
Kota Magelang 2020 
                               
-  
      
290.755.874.662  
        
525.575.219.057  




       
95.101.710.312  
      
229.927.506.632  
        
567.310.188.409  
        
126.926.093.953  
Kota Salatiga 2020 
                               
-  
      
219.096.440.535  
        
522.042.585.441  
        
171.047.308.461  
Kota Semarang 2020 
       
80.734.946.278  
   
1.963.770.820.316  
     
1.669.101.931.826  
        
500.942.318.152  
Kota Surakarta 2020 
     
105.310.864.321  
      
493.789.099.721  
     
1.042.669.996.172  
        
250.963.255.187  
Kota Tegal 2020 
     
143.906.714.599  
      
266.580.982.105  
        
623.096.507.709  




















Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Juta Rupiah), 2016 – 2020 
KABUPATEN / KOTA 
REGENCY / 
MUNICIPALITY 
2016 2017 2018 2019* 2020** 
 
Kabupaten/  Regency 
 
          
01 Cilacap 92.858.649,84 95.254.586,70 98.100.568,17 100.328.438,75 89.934.720,46 
02 Banyumas 33.051.046,65 35.147.313,30 37.414.500,58 39.779.320,86 39.121.623,57 
03 Purbalingga 14.816.429,63 15.612.285,90 16.458.708,49 17.387.941,84 17.174.549,06 
04 Banjarnegara 12.932.884,85 13.663.266,65 14.438.149,74 15.246.865,65 15.045.884,99 
05 Kebumen 16.923.719,54 17.794.789,30 18.778.048,50 19.815.062,62 19.526.363,35 
06 Purworejo 11.421.552,22 12.023.780,44 12.664.976,05 13.353.574,19 13.132.491,61 
07 Wonosobo 11.941.198,92 12.436.048,84 13.065.841,64 13.798.836,28 13.569.633,58 
08 Magelang 19.882.244,24 20.974.801,01 22.082.795,90 23.253.154,32 22.861.470,84 
09 Boyolali 19.139.359,22 20.248.849,44 21.406.268,93 22.681.097,81 22.399.517,50 
10 Klaten 23.725.740,98 24.993.103,27 26.360.649,93 27.811.509,49 27.482.912,88 
11 Sukoharjo 22.847.982,81 24.163.939,48 25.564.065,09 27.076.442,63 26.616.937,31 
12 Wonogiri 17.869.145,42 18.818.939,39 19.837.022,48 20.856.209,49 20.561.601,85 
13 Karanganyar 22.436.293,80 23.731.952,05 25.150.277,73 26.641.186,38 26.142.872,83 
14 Sragen 22.625.821,66 23.977.207,30 25.356.459,51 26.853.059,12 26.367.261,25 
15 Grobogan 16.682.629,70 17.659.254,29 18.688.571,17 19.692.631,32 19.379.683,67 
16 Blora 15.914.663,42 16.866.640,78 17.605.216,00 18.318.415,14 17.464.948,46 
17 Rembang 11.423.008,30 12.220.172,17 12.939.682,29 13.612.335,31 13.409.631,20 
18 Pati 26.130.205,34 27.612.445,94 29.189.879,34 30.900.203,93 30.545.614,27 
19 Kudus 66.679.583,36 68.821.162,19 71.048.973,31 73.249.694,10 70.662.043,36 
20 Jepara 18.080.634,88 19.055.335,81 20.170.255,17 21.384.282,93 20.969.877,48 
21 Demak 15.672.482,50 16.584.124,32 17.479.877,38 18.417.009,99 18.374.561,64 
22 Semarang 30.292.468,04 32.002.984,99 33.817.679,34 35.639.310,84 34.687.623,36 
23 Temanggung 13.116.363,64 13.776.254,81 14.483.255,21 15.214.058,87 14.890.753,23 
24 Kendal 26.139.414,95 27.649.777,07 29.245.664,52 30.916.386,47 30.443.688,53 
25 Batang 12.948.191,13 13.667.079,80 14.448.625,81 15.226.885,02 15.030.577,04 
26 Pekalongan 13.921.651,83 14.679.128,72 15.525.050,94 16.356.350,99 16.047.511,77 
27 Pemalang 15.469.800,59 16.336.984,00 17.265.888,82 18.267.199,78 18.146.605,06 
28 Tegal 21.182.917,23 22.322.100,13 23.552.548,37 24.866.727,91 24.502.618,97 
29 Brebes 27.930.986,28 29.509.206,81 31.060.106,12 32.835.670,72 32.640.966,60 
 Kota/  Municipality           
71 Magelang 5.521.525,54 5.820.532,00 6.138.622,75 6.472.539,51 6.314.047,34 
72 Surakarta 29.975.873,01 31.685.480,46 33.505.900,66 35.442.856,07 34.827.188,29 








123.279.891,91 131.266.362,57 140.209.392,66 
137.951.302,0
7 
75 Pekalongan 6.367.272,96 6.706.278,70 7.087.915,58 7.477.425,04 7.337.833,89 
76 Tegal 9.445.030,96 10.006.943,00 10.594.340,17 11.205.322,88 10.953.333,74 
 
 
Hasil Persentase Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt-PDRBt-1)/(PDRBt-1)x100% 
KABUPATEN / KOTA 
REGENCY / MUNICIPALITY 
2016 2017 2018 2019* 2020** 
 Kabupaten/  Regency 
  
          
01 Cilacap 5,09 2,58 2,99 2,27 
-
10,36 
02 Banyumas 6,05 6,34 6,45 6,32 
-
1,65 
03 Purbalingga 4,85 5,37 5,42 5,65 
-
1,23 
04 Banjarnegara 5,44 5,65 5,67 5,60 
-
1,32 
05 Kebumen 5,01 5,15 5,53 5,52 
-
1,46 
06 Purworejo 5,15 5,27 5,33 5,44 
-
1,66 
07 Wonosobo 5,36 4,14 5,06 5,61 
-
1,66 
08 Magelang 5,39 5,50 5,28 5,30 
-
1,68 
09 Boyolali 5,33 5,80 5,72 5,96 
-
1,24 
10 Klaten 5,17 5,34 5,47 5,50 
-
1,18 
11 Sukoharjo 5,72 5,76 5,79 5,92 
-
1,70 
12 Wonogiri 5,25 5,32 5,41 5,14 
-
1,41 
13 Karanganyar 5,40 5,77 5,98 5,93 
-
1,87 
14 Sragen 5,77 5,97 5,75 5,90 
-
1,81 
15 Grobogan 4,51 5,85 5,83 5,37 
-
1,59 
16 Blora 23,54 5,98 4,38 4,05 
-
4,66 
17 Rembang 5,28 6,98 5,89 5,20 
-
1,49 
18 Pati 5,49 5,67 5,71 5,86 
-
1,15 
19 Kudus 2,54 3,21 3,24 3,10 
-
3,53 
20 Jepara 5,06 5,39 5,85 6,02 
-
1,94 
21 Demak 5,09 5,82 5,40 5,36 
-
0,23 







23 Temanggung 5,02 5,03 5,13 5,05 
-
2,13 
24 Kendal 5,56 5,78 5,77 5,71 
-
1,53 
25 Batang 5,03 5,55 5,72 5,39 
-
1,29 
26 Pekalongan 5,19 5,44 5,76 5,35 
-
1,89 
27 Pemalang 5,43 5,61 5,69 5,80 
-
0,66 
28 Tegal 5,92 5,38 5,51 5,58 
-
1,46 
29 Brebes 5,11 5,65 5,26 5,72 
-
0,59 
 Kota/  Municipality           
71 Magelang 5,23 5,42 5,46 5,44 
-
2,45 
72 Surakarta 5,35 5,70 5,75 5,78 
-
1,74 
73 Salatiga 5,27 5,58 5,84 5,90 
-
1,68 
74 Semarang 5,89 6,70 6,48 6,81 
-
1,61 
75 Pekalongan 5,36 5,32 5,69 5,50 
-
1,87 















Hasil Perhitungan SPSS 
Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
































































Valid N (listwise) 175      
 
Lampiran 6 
Hasil Perhitungan SPSS 
Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000641 
Std. Deviation 116358570699.
90514000 
Most Extreme Differences Absolute .046 
Positive .046 
Negative -.045 
Test Statistic .046 













1 Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 
.825 1.212 
Pertumbuhan Ekonomi .945 1.059 
Pendapatan Asli Daerah .809 1.236 
Dana Perimbangan .792 1.263 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
 
Lampiran 8  















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 




a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah 
b. Dependent Variable: Belanja Modal 
 
Lampiran 10 
Hasil Perhitungan SPSS 











 -.785 .433 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 
.294 .067 .233 4.377 .000 
Pertumbuhan Ekonomi 2.007E-5 .000 .020 .397 .692 
Pendapatan Asli Daerah .322 .037 .474 8.794 .000 
Dana Perimbangan .161 .028 .311 5.714 .000 











Hasil Perhitungan SPSS 




















.294 .067 .233 4.377 .000 .825 1.212 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
2.007E-5 .000 .020 .397 .692 .945 1.059 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.322 .037 .474 8.794 .000 .809 1.236 
Dana 
Perimbangan 
.161 .028 .311 5.714 .000 .792 1.263 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
 
Lampiran 12  
Hasil Perhitungan SPSS 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.775a .601 .592 
117719535929.
47150 
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah 






Lampiran 13  
Tabel t 
Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40) 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 






Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80) 
 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 









Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120) 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392 
82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262 
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135 
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011 
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890 
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772 
87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657 
88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544 
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434 
90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327 
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 
96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 
100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 
110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598 
111 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528 
112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 
115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262 
116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 
117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 
118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 
119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 









Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160) 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
121 0.67652 1.28859 1.65754 1.97976 2.35756 2.61707 3.15895 
122 0.67651 1.28853 1.65744 1.97960 2.35730 2.61673 3.15838 
123 0.67649 1.28847 1.65734 1.97944 2.35705 2.61639 3.15781 
124 0.67647 1.28842 1.65723 1.97928 2.35680 2.61606 3.15726 
125 0.67646 1.28836 1.65714 1.97912 2.35655 2.61573 3.15671 
126 0.67644 1.28831 1.65704 1.97897 2.35631 2.61541 3.15617 
127 0.67643 1.28825 1.65694 1.97882 2.35607 2.61510 3.15565 
128 0.67641 1.28820 1.65685 1.97867 2.35583 2.61478 3.15512 
129 0.67640 1.28815 1.65675 1.97852 2.35560 2.61448 3.15461 
130 0.67638 1.28810 1.65666 1.97838 2.35537 2.61418 3.15411 
131 0.67637 1.28805 1.65657 1.97824 2.35515 2.61388 3.15361 
132 0.67635 1.28800 1.65648 1.97810 2.35493 2.61359 3.15312 
133 0.67634 1.28795 1.65639 1.97796 2.35471 2.61330 3.15264 
134 0.67633 1.28790 1.65630 1.97783 2.35450 2.61302 3.15217 
135 0.67631 1.28785 1.65622 1.97769 2.35429 2.61274 3.15170 
136 0.67630 1.28781 1.65613 1.97756 2.35408 2.61246 3.15124 
137 0.67628 1.28776 1.65605 1.97743 2.35387 2.61219 3.15079 
138 0.67627 1.28772 1.65597 1.97730 2.35367 2.61193 3.15034 
139 0.67626 1.28767 1.65589 1.97718 2.35347 2.61166 3.14990 
140 0.67625 1.28763 1.65581 1.97705 2.35328 2.61140 3.14947 
141 0.67623 1.28758 1.65573 1.97693 2.35309 2.61115 3.14904 
142 0.67622 1.28754 1.65566 1.97681 2.35289 2.61090 3.14862 
143 0.67621 1.28750 1.65558 1.97669 2.35271 2.61065 3.14820 
144 0.67620 1.28746 1.65550 1.97658 2.35252 2.61040 3.14779 
145 0.67619 1.28742 1.65543 1.97646 2.35234 2.61016 3.14739 
146 0.67617 1.28738 1.65536 1.97635 2.35216 2.60992 3.14699 
147 0.67616 1.28734 1.65529 1.97623 2.35198 2.60969 3.14660 
148 0.67615 1.28730 1.65521 1.97612 2.35181 2.60946 3.14621 
149 0.67614 1.28726 1.65514 1.97601 2.35163 2.60923 3.14583 
150 0.67613 1.28722 1.65508 1.97591 2.35146 2.60900 3.14545 
151 0.67612 1.28718 1.65501 1.97580 2.35130 2.60878 3.14508 
152 0.67611 1.28715 1.65494 1.97569 2.35113 2.60856 3.14471 
153 0.67610 1.28711 1.65487 1.97559 2.35097 2.60834 3.14435 
154 0.67609 1.28707 1.65481 1.97549 2.35081 2.60813 3.14400 
155 0.67608 1.28704 1.65474 1.97539 2.35065 2.60792 3.14364 
156 0.67607 1.28700 1.65468 1.97529 2.35049 2.60771 3.14330 
157 0.67606 1.28697 1.65462 1.97519 2.35033 2.60751 3.14295 
158 0.67605 1.28693 1.65455 1.97509 2.35018 2.60730 3.14261 
159 0.67604 1.28690 1.65449 1.97500 2.35003 2.60710 3.14228 









Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200) 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
161 0.67602 1.28683 1.65437 1.97481 2.34973 2.60671 3.14162 
162 0.67601 1.28680 1.65431 1.97472 2.34959 2.60652 3.14130 
163 0.67600 1.28677 1.65426 1.97462 2.34944 2.60633 3.14098 
164 0.67599 1.28673 1.65420 1.97453 2.34930 2.60614 3.14067 
165 0.67598 1.28670 1.65414 1.97445 2.34916 2.60595 3.14036 
166 0.67597 1.28667 1.65408 1.97436 2.34902 2.60577 3.14005 
167 0.67596 1.28664 1.65403 1.97427 2.34888 2.60559 3.13975 
168 0.67595 1.28661 1.65397 1.97419 2.34875 2.60541 3.13945 
169 0.67594 1.28658 1.65392 1.97410 2.34862 2.60523 3.13915 
170 0.67594 1.28655 1.65387 1.97402 2.34848 2.60506 3.13886 
171 0.67593 1.28652 1.65381 1.97393 2.34835 2.60489 3.13857 
172 0.67592 1.28649 1.65376 1.97385 2.34822 2.60471 3.13829 
173 0.67591 1.28646 1.65371 1.97377 2.34810 2.60455 3.13801 
174 0.67590 1.28644 1.65366 1.97369 2.34797 2.60438 3.13773 
175 0.67589 1.28641 1.65361 1.97361 2.34784 2.60421 3.13745 
176 0.67589 1.28638 1.65356 1.97353 2.34772 2.60405 3.13718 
177 0.67588 1.28635 1.65351 1.97346 2.34760 2.60389 3.13691 
178 0.67587 1.28633 1.65346 1.97338 2.34748 2.60373 3.13665 
179 0.67586 1.28630 1.65341 1.97331 2.34736 2.60357 3.13638 
180 0.67586 1.28627 1.65336 1.97323 2.34724 2.60342 3.13612 
181 0.67585 1.28625 1.65332 1.97316 2.34713 2.60326 3.13587 
182 0.67584 1.28622 1.65327 1.97308 2.34701 2.60311 3.13561 
183 0.67583 1.28619 1.65322 1.97301 2.34690 2.60296 3.13536 
184 0.67583 1.28617 1.65318 1.97294 2.34678 2.60281 3.13511 
185 0.67582 1.28614 1.65313 1.97287 2.34667 2.60267 3.13487 
186 0.67581 1.28612 1.65309 1.97280 2.34656 2.60252 3.13463 
187 0.67580 1.28610 1.65304 1.97273 2.34645 2.60238 3.13438 
188 0.67580 1.28607 1.65300 1.97266 2.34635 2.60223 3.13415 
189 0.67579 1.28605 1.65296 1.97260 2.34624 2.60209 3.13391 
190 0.67578 1.28602 1.65291 1.97253 2.34613 2.60195 3.13368 
191 0.67578 1.28600 1.65287 1.97246 2.34603 2.60181 3.13345 
192 0.67577 1.28598 1.65283 1.97240 2.34593 2.60168 3.13322 
193 0.67576 1.28595 1.65279 1.97233 2.34582 2.60154 3.13299 
194 0.67576 1.28593 1.65275 1.97227 2.34572 2.60141 3.13277 
195 0.67575 1.28591 1.65271 1.97220 2.34562 2.60128 3.13255 
196 0.67574 1.28589 1.65267 1.97214 2.34552 2.60115 3.13233 
197 0.67574 1.28586 1.65263 1.97208 2.34543 2.60102 3.13212 
198 0.67573 1.28584 1.65259 1.97202 2.34533 2.60089 3.13190 
199 0.67572 1.28582 1.65255 1.97196 2.34523 2.60076 3.13169 



















df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 246 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.42 19.42 19.43 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 1.95 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 





40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.90 










df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95 1.91 1.88 1.86 1.83 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.84 1.82 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.84 1.81 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.83 1.81 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.85 1.83 1.80 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.83 1.80 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.80 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.82 1.79 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 





84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.78 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.83 1.81 1.78 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.81 1.78 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 










df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
91 3.95 3.10 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 
92 3.94 3.10 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.94 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78 
93 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78 
94 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.77 
95 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.82 1.80 1.77 
96 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.19 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.77 
97 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.19 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.77 
98 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77 
99 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77 
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77 
101 3.94 3.09 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 
102 3.93 3.09 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 
103 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.76 
104 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.76 
105 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.81 1.79 1.76 
106 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.79 1.76 
107 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.18 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.79 1.76 
108 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.18 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76 
109 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76 
110 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76 
111 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76 
112 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.96 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76 
113 3.93 3.08 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.92 1.87 1.84 1.81 1.78 1.76 
114 3.92 3.08 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.84 1.81 1.78 1.75 
115 3.92 3.08 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.84 1.81 1.78 1.75 
116 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.84 1.81 1.78 1.75 
117 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.84 1.80 1.78 1.75 
118 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.84 1.80 1.78 1.75 
119 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.78 1.75 
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.78 1.75 
121 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 
122 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 
123 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.08 2.01 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 
124 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 
125 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 
126 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.95 1.91 1.87 1.83 1.80 1.77 1.75 





128 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.95 1.91 1.86 1.83 1.80 1.77 1.75 
129 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.80 1.77 1.74 
130 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.80 1.77 1.74 
131 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.80 1.77 1.74 
132 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.79 1.77 1.74 
133 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.79 1.77 1.74 
134 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.79 1.77 1.74 










df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
136 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.77 1.74 
137 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
138 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.16 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
139 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.16 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
140 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.16 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
141 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.16 2.08 2.00 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
142 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.16 2.07 2.00 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
143 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 2.16 2.07 2.00 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
144 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 2.16 2.07 2.00 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
145 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 2.16 2.07 2.00 1.94 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.74 
146 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 2.16 2.07 2.00 1.94 1.90 1.85 1.82 1.79 1.76 1.74 
147 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 2.16 2.07 2.00 1.94 1.90 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 
148 3.91 3.06 2.67 2.43 2.28 2.16 2.07 2.00 1.94 1.90 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 
149 3.90 3.06 2.67 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 
150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 
151 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 
152 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73 
153 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.78 1.76 1.73 
154 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.78 1.76 1.73 
155 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.78 1.76 1.73 
156 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.76 1.73 
157 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.76 1.73 
158 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
159 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
160 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
161 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
162 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
163 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
164 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
165 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.07 1.99 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
166 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.07 1.99 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
167 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.06 1.99 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
168 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.06 1.99 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
169 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.15 2.06 1.99 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 
170 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 





172 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
173 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
174 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
175 3.90 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
176 3.89 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
177 3.89 3.05 2.66 2.42 2.27 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
178 3.89 3.05 2.66 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 
179 3.89 3.05 2.66 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 










df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
181 3.89 3.05 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.77 1.75 1.72 
182 3.89 3.05 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.77 1.75 1.72 
183 3.89 3.05 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.77 1.75 1.72 
184 3.89 3.05 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.77 1.75 1.72 
185 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.75 1.72 
186 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.75 1.72 
187 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
188 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
189 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
190 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
191 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
192 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
193 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
194 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
195 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
196 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
197 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
198 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
199 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
201 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
202 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
203 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
204 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
205 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
206 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 
207 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 1.71 
208 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
209 3.89 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
210 3.89 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
211 3.89 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
212 3.89 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
213 3.89 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
214 3.89 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 





216 3.88 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
217 3.88 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
218 3.88 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
219 3.88 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 
220 3.88 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.76 1.74 1.71 
221 3.88 3.04 2.65 2.41 2.25 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.76 1.74 1.71 
222 3.88 3.04 2.65 2.41 2.25 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.76 1.74 1.71 
223 3.88 3.04 2.65 2.41 2.25 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.76 1.74 1.71 
224 3.88 3.04 2.64 2.41 2.25 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.76 1.74 1.71 
225 3.88 3.04 2.64 2.41 2.25 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.76 1.74 1.71 
 
Lampiran 15 
Tabel Durbin-Watshon (DW), α = 5% 
 
n 
k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
6 0.6102 1.4002         
7 0.6996 1.3564 0.4672 1.8964       
8 0.7629 1.3324 0.5591 1.7771 0.3674 2.2866     
9 0.8243 1.3199 0.6291 1.6993 0.4548 2.1282 0.2957 2.5881   
10 0.8791 1.3197 0.6972 1.6413 0.5253 2.0163 0.3760 2.4137 0.2427 2.8217 
11 0.9273 1.3241 0.7580 1.6044 0.5948 1.9280 0.4441 2.2833 0.3155 2.6446 
12 0.9708 1.3314 0.8122 1.5794 0.6577 1.8640 0.5120 2.1766 0.3796 2.5061 
13 1.0097 1.3404 0.8612 1.5621 0.7147 1.8159 0.5745 2.0943 0.4445 2.3897 
14 1.0450 1.3503 0.9054 1.5507 0.7667 1.7788 0.6321 2.0296 0.5052 2.2959 
15 1.0770 1.3605 0.9455 1.5432 0.8140 1.7501 0.6852 1.9774 0.5620 2.2198 
16 1.1062 1.3709 0.9820 1.5386 0.8572 1.7277 0.7340 1.9351 0.6150 2.1567 
17 1.1330 1.3812 1.0154 1.5361 0.8968 1.7101 0.7790 1.9005 0.6641 2.1041 
18 1.1576 1.3913 1.0461 1.5353 0.9331 1.6961 0.8204 1.8719 0.7098 2.0600 
19 1.1804 1.4012 1.0743 1.5355 0.9666 1.6851 0.8588 1.8482 0.7523 2.0226 
20 1.2015 1.4107 1.1004 1.5367 0.9976 1.6763 0.8943 1.8283 0.7918 1.9908 
21 1.2212 1.4200 1.1246 1.5385 1.0262 1.6694 0.9272 1.8116 0.8286 1.9635 
22 1.2395 1.4289 1.1471 1.5408 1.0529 1.6640 0.9578 1.7974 0.8629 1.9400 
23 1.2567 1.4375 1.1682 1.5435 1.0778 1.6597 0.9864 1.7855 0.8949 1.9196 
24 1.2728 1.4458 1.1878 1.5464 1.1010 1.6565 1.0131 1.7753 0.9249 1.9018 
25 1.2879 1.4537 1.2063 1.5495 1.1228 1.6540 1.0381 1.7666 0.9530 1.8863 
26 1.3022 1.4614 1.2236 1.5528 1.1432 1.6523 1.0616 1.7591 0.9794 1.8727 
27 1.3157 1.4688 1.2399 1.5562 1.1624 1.6510 1.0836 1.7527 1.0042 1.8608 
28 1.3284 1.4759 1.2553 1.5596 1.1805 1.6503 1.1044 1.7473 1.0276 1.8502 
29 1.3405 1.4828 1.2699 1.5631 1.1976 1.6499 1.1241 1.7426 1.0497 1.8409 
30 1.3520 1.4894 1.2837 1.5666 1.2138 1.6498 1.1426 1.7386 1.0706 1.8326 
31 1.3630 1.4957 1.2969 1.5701 1.2292 1.6500 1.1602 1.7352 1.0904 1.8252 
32 1.3734 1.5019 1.3093 1.5736 1.2437 1.6505 1.1769 1.7323 1.1092 1.8187 
33 1.3834 1.5078 1.3212 1.5770 1.2576 1.6511 1.1927 1.7298 1.1270 1.8128 
34 1.3929 1.5136 1.3325 1.5805 1.2707 1.6519 1.2078 1.7277 1.1439 1.8076 
35 1.4019 1.5191 1.3433 1.5838 1.2833 1.6528 1.2221 1.7259 1.1601 1.8029 





37 1.4190 1.5297 1.3635 1.5904 1.3068 1.6550 1.2489 1.7233 1.1901 1.7950 
38 1.4270 1.5348 1.3730 1.5937 1.3177 1.6563 1.2614 1.7223 1.2042 1.7916 
39 1.4347 1.5396 1.3821 1.5969 1.3283 1.6575 1.2734 1.7215 1.2176 1.7886 
40 1.4421 1.5444 1.3908 1.6000 1.3384 1.6589 1.2848 1.7209 1.2305 1.7859 
41 1.4493 1.5490 1.3992 1.6031 1.3480 1.6603 1.2958 1.7205 1.2428 1.7835 
42 1.4562 1.5534 1.4073 1.6061 1.3573 1.6617 1.3064 1.7202 1.2546 1.7814 
43 1.4628 1.5577 1.4151 1.6091 1.3663 1.6632 1.3166 1.7200 1.2660 1.7794 
44 1.4692 1.5619 1.4226 1.6120 1.3749 1.6647 1.3263 1.7200 1.2769 1.7777 
45 1.4754 1.5660 1.4298 1.6148 1.3832 1.6662 1.3357 1.7200 1.2874 1.7762 
46 1.4814 1.5700 1.4368 1.6176 1.3912 1.6677 1.3448 1.7201 1.2976 1.7748 
47 1.4872 1.5739 1.4435 1.6204 1.3989 1.6692 1.3535 1.7203 1.3073 1.7736 
48 1.4928 1.5776 1.4500 1.6231 1.4064 1.6708 1.3619 1.7206 1.3167 1.7725 
49 1.4982 1.5813 1.4564 1.6257 1.4136 1.6723 1.3701 1.7210 1.3258 1.7716 
50 1.5035 1.5849 1.4625 1.6283 1.4206 1.6739 1.3779 1.7214 1.3346 1.7708 
51 1.5086 1.5884 1.4684 1.6309 1.4273 1.6754 1.3855 1.7218 1.3431 1.7701 
52 1.5135 1.5917 1.4741 1.6334 1.4339 1.6769 1.3929 1.7223 1.3512 1.7694 
53 1.5183 1.5951 1.4797 1.6359 1.4402 1.6785 1.4000 1.7228 1.3592 1.7689 
54 1.5230 1.5983 1.4851 1.6383 1.4464 1.6800 1.4069 1.7234 1.3669 1.7684 
55 1.5276 1.6014 1.4903 1.6406 1.4523 1.6815 1.4136 1.7240 1.3743 1.7681 
56 1.5320 1.6045 1.4954 1.6430 1.4581 1.6830 1.4201 1.7246 1.3815 1.7678 
57 1.5363 1.6075 1.5004 1.6452 1.4637 1.6845 1.4264 1.7253 1.3885 1.7675 
58 1.5405 1.6105 1.5052 1.6475 1.4692 1.6860 1.4325 1.7259 1.3953 1.7673 
59 1.5446 1.6134 1.5099 1.6497 1.4745 1.6875 1.4385 1.7266 1.4019 1.7672 
60 1.5485 1.6162 1.5144 1.6518 1.4797 1.6889 1.4443 1.7274 1.4083 1.7671 
61 1.5524 1.6189 1.5189 1.6540 1.4847 1.6904 1.4499 1.7281 1.4146 1.7671 
62 1.5562 1.6216 1.5232 1.6561 1.4896 1.6918 1.4554 1.7288 1.4206 1.7671 
63 1.5599 1.6243 1.5274 1.6581 1.4943 1.6932 1.4607 1.7296 1.4265 1.7671 
64 1.5635 1.6268 1.5315 1.6601 1.4990 1.6946 1.4659 1.7303 1.4322 1.7672 
65 1.5670 1.6294 1.5355 1.6621 1.5035 1.6960 1.4709 1.7311 1.4378 1.7673 
66 1.5704 1.6318 1.5395 1.6640 1.5079 1.6974 1.4758 1.7319 1.4433 1.7675 
67 1.5738 1.6343 1.5433 1.6660 1.5122 1.6988 1.4806 1.7327 1.4486 1.7676 
68 1.5771 1.6367 1.5470 1.6678 1.5164 1.7001 1.4853 1.7335 1.4537 1.7678 
69 1.5803 1.6390 1.5507 1.6697 1.5205 1.7015 1.4899 1.7343 1.4588 1.7680 




k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
71 1.5865 1.6435 1.5577 1.6733 1.5284 1.7041 1.4987 1.7358 1.4685 1.7685 
72 1.5895 1.6457 1.5611 1.6751 1.5323 1.7054 1.5029 1.7366 1.4732 1.7688 
73 1.5924 1.6479 1.5645 1.6768 1.5360 1.7067 1.5071 1.7375 1.4778 1.7691 
74 1.5953 1.6500 1.5677 1.6785 1.5397 1.7079 1.5112 1.7383 1.4822 1.7694 
75 1.5981 1.6521 1.5709 1.6802 1.5432 1.7092 1.5151 1.7390 1.4866 1.7698 
76 1.6009 1.6541 1.5740 1.6819 1.5467 1.7104 1.5190 1.7399 1.4909 1.7701 
77 1.6036 1.6561 1.5771 1.6835 1.5502 1.7117 1.5228 1.7407 1.4950 1.7704 
78 1.6063 1.6581 1.5801 1.6851 1.5535 1.7129 1.5265 1.7415 1.4991 1.7708 
79 1.6089 1.6601 1.5830 1.6867 1.5568 1.7141 1.5302 1.7423 1.5031 1.7712 
80 1.6114 1.6620 1.5859 1.6882 1.5600 1.7153 1.5337 1.7430 1.5070 1.7716 





82 1.6164 1.6657 1.5915 1.6913 1.5663 1.7176 1.5406 1.7446 1.5146 1.7724 
83 1.6188 1.6675 1.5942 1.6928 1.5693 1.7187 1.5440 1.7454 1.5183 1.7728 
84 1.6212 1.6693 1.5969 1.6942 1.5723 1.7199 1.5472 1.7462 1.5219 1.7732 
85 1.6235 1.6711 1.5995 1.6957 1.5752 1.7210 1.5505 1.7470 1.5254 1.7736 
86 1.6258 1.6728 1.6021 1.6971 1.5780 1.7221 1.5536 1.7478 1.5289 1.7740 
87 1.6280 1.6745 1.6046 1.6985 1.5808 1.7232 1.5567 1.7485 1.5322 1.7745 
88 1.6302 1.6762 1.6071 1.6999 1.5836 1.7243 1.5597 1.7493 1.5356 1.7749 
89 1.6324 1.6778 1.6095 1.7013 1.5863 1.7254 1.5627 1.7501 1.5388 1.7754 
90 1.6345 1.6794 1.6119 1.7026 1.5889 1.7264 1.5656 1.7508 1.5420 1.7758 
91 1.6366 1.6810 1.6143 1.7040 1.5915 1.7275 1.5685 1.7516 1.5452 1.7763 
92 1.6387 1.6826 1.6166 1.7053 1.5941 1.7285 1.5713 1.7523 1.5482 1.7767 
93 1.6407 1.6841 1.6188 1.7066 1.5966 1.7295 1.5741 1.7531 1.5513 1.7772 
94 1.6427 1.6857 1.6211 1.7078 1.5991 1.7306 1.5768 1.7538 1.5542 1.7776 
95 1.6447 1.6872 1.6233 1.7091 1.6015 1.7316 1.5795 1.7546 1.5572 1.7781 
96 1.6466 1.6887 1.6254 1.7103 1.6039 1.7326 1.5821 1.7553 1.5600 1.7785 
97 1.6485 1.6901 1.6275 1.7116 1.6063 1.7335 1.5847 1.7560 1.5628 1.7790 
98 1.6504 1.6916 1.6296 1.7128 1.6086 1.7345 1.5872 1.7567 1.5656 1.7795 
99 1.6522 1.6930 1.6317 1.7140 1.6108 1.7355 1.5897 1.7575 1.5683 1.7799 
100 1.6540 1.6944 1.6337 1.7152 1.6131 1.7364 1.5922 1.7582 1.5710 1.7804 
101 1.6558 1.6958 1.6357 1.7163 1.6153 1.7374 1.5946 1.7589 1.5736 1.7809 
102 1.6576 1.6971 1.6376 1.7175 1.6174 1.7383 1.5969 1.7596 1.5762 1.7813 
103 1.6593 1.6985 1.6396 1.7186 1.6196 1.7392 1.5993 1.7603 1.5788 1.7818 
104 1.6610 1.6998 1.6415 1.7198 1.6217 1.7402 1.6016 1.7610 1.5813 1.7823 
105 1.6627 1.7011 1.6433 1.7209 1.6237 1.7411 1.6038 1.7617 1.5837 1.7827 
106 1.6644 1.7024 1.6452 1.7220 1.6258 1.7420 1.6061 1.7624 1.5861 1.7832 
107 1.6660 1.7037 1.6470 1.7231 1.6277 1.7428 1.6083 1.7631 1.5885 1.7837 
108 1.6676 1.7050 1.6488 1.7241 1.6297 1.7437 1.6104 1.7637 1.5909 1.7841 
109 1.6692 1.7062 1.6505 1.7252 1.6317 1.7446 1.6125 1.7644 1.5932 1.7846 
110 1.6708 1.7074 1.6523 1.7262 1.6336 1.7455 1.6146 1.7651 1.5955 1.7851 
111 1.6723 1.7086 1.6540 1.7273 1.6355 1.7463 1.6167 1.7657 1.5977 1.7855 
112 1.6738 1.7098 1.6557 1.7283 1.6373 1.7472 1.6187 1.7664 1.5999 1.7860 
113 1.6753 1.7110 1.6574 1.7293 1.6391 1.7480 1.6207 1.7670 1.6021 1.7864 
114 1.6768 1.7122 1.6590 1.7303 1.6410 1.7488 1.6227 1.7677 1.6042 1.7869 
115 1.6783 1.7133 1.6606 1.7313 1.6427 1.7496 1.6246 1.7683 1.6063 1.7874 
116 1.6797 1.7145 1.6622 1.7323 1.6445 1.7504 1.6265 1.7690 1.6084 1.7878 
117 1.6812 1.7156 1.6638 1.7332 1.6462 1.7512 1.6284 1.7696 1.6105 1.7883 
118 1.6826 1.7167 1.6653 1.7342 1.6479 1.7520 1.6303 1.7702 1.6125 1.7887 
119 1.6839 1.7178 1.6669 1.7352 1.6496 1.7528 1.6321 1.7709 1.6145 1.7892 
120 1.6853 1.7189 1.6684 1.7361 1.6513 1.7536 1.6339 1.7715 1.6164 1.7896 
121 1.6867 1.7200 1.6699 1.7370 1.6529 1.7544 1.6357 1.7721 1.6184 1.7901 
122 1.6880 1.7210 1.6714 1.7379 1.6545 1.7552 1.6375 1.7727 1.6203 1.7905 
123 1.6893 1.7221 1.6728 1.7388 1.6561 1.7559 1.6392 1.7733 1.6222 1.7910 
124 1.6906 1.7231 1.6743 1.7397 1.6577 1.7567 1.6409 1.7739 1.6240 1.7914 
125 1.6919 1.7241 1.6757 1.7406 1.6592 1.7574 1.6426 1.7745 1.6258 1.7919 
126 1.6932 1.7252 1.6771 1.7415 1.6608 1.7582 1.6443 1.7751 1.6276 1.7923 
127 1.6944 1.7261 1.6785 1.7424 1.6623 1.7589 1.6460 1.7757 1.6294 1.7928 
128 1.6957 1.7271 1.6798 1.7432 1.6638 1.7596 1.6476 1.7763 1.6312 1.7932 
129 1.6969 1.7281 1.6812 1.7441 1.6653 1.7603 1.6492 1.7769 1.6329 1.7937 





131 1.6993 1.7301 1.6838 1.7458 1.6682 1.7617 1.6523 1.7780 1.6363 1.7945 
132 1.7005 1.7310 1.6851 1.7466 1.6696 1.7624 1.6539 1.7786 1.6380 1.7950 
133 1.7017 1.7319 1.6864 1.7474 1.6710 1.7631 1.6554 1.7791 1.6397 1.7954 
134 1.7028 1.7329 1.6877 1.7482 1.6724 1.7638 1.6569 1.7797 1.6413 1.7958 
135 1.7040 1.7338 1.6889 1.7490 1.6738 1.7645 1.6584 1.7802 1.6429 1.7962 




k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
137 1.7062 1.7356 1.6914 1.7506 1.6765 1.7659 1.6613 1.7813 1.6461 1.7971 
138 1.7073 1.7365 1.6926 1.7514 1.6778 1.7665 1.6628 1.7819 1.6476 1.7975 
139 1.7084 1.7374 1.6938 1.7521 1.6791 1.7672 1.6642 1.7824 1.6491 1.7979 
140 1.7095 1.7382 1.6950 1.7529 1.6804 1.7678 1.6656 1.7830 1.6507 1.7984 
141 1.7106 1.7391 1.6962 1.7537 1.6817 1.7685 1.6670 1.7835 1.6522 1.7988 
142 1.7116 1.7400 1.6974 1.7544 1.6829 1.7691 1.6684 1.7840 1.6536 1.7992 
143 1.7127 1.7408 1.6985 1.7552 1.6842 1.7697 1.6697 1.7846 1.6551 1.7996 
144 1.7137 1.7417 1.6996 1.7559 1.6854 1.7704 1.6710 1.7851 1.6565 1.8000 
145 1.7147 1.7425 1.7008 1.7566 1.6866 1.7710 1.6724 1.7856 1.6580 1.8004 
146 1.7157 1.7433 1.7019 1.7574 1.6878 1.7716 1.6737 1.7861 1.6594 1.8008 
147 1.7167 1.7441 1.7030 1.7581 1.6890 1.7722 1.6750 1.7866 1.6608 1.8012 
148 1.7177 1.7449 1.7041 1.7588 1.6902 1.7729 1.6762 1.7871 1.6622 1.8016 
149 1.7187 1.7457 1.7051 1.7595 1.6914 1.7735 1.6775 1.7876 1.6635 1.8020 
150 1.7197 1.7465 1.7062 1.7602 1.6926 1.7741 1.6788 1.7881 1.6649 1.8024 
151 1.7207 1.7473 1.7072 1.7609 1.6937 1.7747 1.6800 1.7886 1.6662 1.8028 
152 1.7216 1.7481 1.7083 1.7616 1.6948 1.7752 1.6812 1.7891 1.6675 1.8032 
153 1.7226 1.7488 1.7093 1.7622 1.6959 1.7758 1.6824 1.7896 1.6688 1.8036 
154 1.7235 1.7496 1.7103 1.7629 1.6971 1.7764 1.6836 1.7901 1.6701 1.8040 
155 1.7244 1.7504 1.7114 1.7636 1.6982 1.7770 1.6848 1.7906 1.6714 1.8044 
156 1.7253 1.7511 1.7123 1.7642 1.6992 1.7776 1.6860 1.7911 1.6727 1.8048 
157 1.7262 1.7519 1.7133 1.7649 1.7003 1.7781 1.6872 1.7915 1.6739 1.8052 
158 1.7271 1.7526 1.7143 1.7656 1.7014 1.7787 1.6883 1.7920 1.6751 1.8055 
159 1.7280 1.7533 1.7153 1.7662 1.7024 1.7792 1.6895 1.7925 1.6764 1.8059 
160 1.7289 1.7541 1.7163 1.7668 1.7035 1.7798 1.6906 1.7930 1.6776 1.8063 
161 1.7298 1.7548 1.7172 1.7675 1.7045 1.7804 1.6917 1.7934 1.6788 1.8067 
162 1.7306 1.7555 1.7182 1.7681 1.7055 1.7809 1.6928 1.7939 1.6800 1.8070 
163 1.7315 1.7562 1.7191 1.7687 1.7066 1.7814 1.6939 1.7943 1.6811 1.8074 
164 1.7324 1.7569 1.7200 1.7693 1.7075 1.7820 1.6950 1.7948 1.6823 1.8078 
165 1.7332 1.7576 1.7209 1.7700 1.7085 1.7825 1.6960 1.7953 1.6834 1.8082 
166 1.7340 1.7582 1.7218 1.7706 1.7095 1.7831 1.6971 1.7957 1.6846 1.8085 
167 1.7348 1.7589 1.7227 1.7712 1.7105 1.7836 1.6982 1.7961 1.6857 1.8089 
168 1.7357 1.7596 1.7236 1.7718 1.7115 1.7841 1.6992 1.7966 1.6868 1.8092 
169 1.7365 1.7603 1.7245 1.7724 1.7124 1.7846 1.7002 1.7970 1.6879 1.8096 
170 1.7373 1.7609 1.7254 1.7730 1.7134 1.7851 1.7012 1.7975 1.6890 1.8100 
171 1.7381 1.7616 1.7262 1.7735 1.7143 1.7856 1.7023 1.7979 1.6901 1.8103 
172 1.7389 1.7622 1.7271 1.7741 1.7152 1.7861 1.7033 1.7983 1.6912 1.8107 
173 1.7396 1.7629 1.7279 1.7747 1.7162 1.7866 1.7042 1.7988 1.6922 1.8110 
174 1.7404 1.7635 1.7288 1.7753 1.7171 1.7872 1.7052 1.7992 1.6933 1.8114 





176 1.7420 1.7648 1.7305 1.7764 1.7189 1.7881 1.7072 1.8000 1.6954 1.8121 
177 1.7427 1.7654 1.7313 1.7769 1.7197 1.7886 1.7081 1.8005 1.6964 1.8124 
178 1.7435 1.7660 1.7321 1.7775 1.7206 1.7891 1.7091 1.8009 1.6974 1.8128 
179 1.7442 1.7667 1.7329 1.7780 1.7215 1.7896 1.7100 1.8013 1.6984 1.8131 
180 1.7449 1.7673 1.7337 1.7786 1.7224 1.7901 1.7109 1.8017 1.6994 1.8135 
181 1.7457 1.7679 1.7345 1.7791 1.7232 1.7906 1.7118 1.8021 1.7004 1.8138 
182 1.7464 1.7685 1.7353 1.7797 1.7241 1.7910 1.7128 1.8025 1.7014 1.8141 
183 1.7471 1.7691 1.7360 1.7802 1.7249 1.7915 1.7137 1.8029 1.7023 1.8145 
184 1.7478 1.7697 1.7368 1.7807 1.7257 1.7920 1.7146 1.8033 1.7033 1.8148 
185 1.7485 1.7702 1.7376 1.7813 1.7266 1.7924 1.7155 1.8037 1.7042 1.8151 
186 1.7492 1.7708 1.7384 1.7818 1.7274 1.7929 1.7163 1.8041 1.7052 1.8155 
187 1.7499 1.7714 1.7391 1.7823 1.7282 1.7933 1.7172 1.8045 1.7061 1.8158 
188 1.7506 1.7720 1.7398 1.7828 1.7290 1.7938 1.7181 1.8049 1.7070 1.8161 
189 1.7513 1.7725 1.7406 1.7833 1.7298 1.7942 1.7189 1.8053 1.7080 1.8165 
190 1.7520 1.7731 1.7413 1.7838 1.7306 1.7947 1.7198 1.8057 1.7089 1.8168 
191 1.7526 1.7737 1.7420 1.7843 1.7314 1.7951 1.7206 1.8061 1.7098 1.8171 
192 1.7533 1.7742 1.7428 1.7848 1.7322 1.7956 1.7215 1.8064 1.7107 1.8174 
193 1.7540 1.7748 1.7435 1.7853 1.7329 1.7960 1.7223 1.8068 1.7116 1.8178 
194 1.7546 1.7753 1.7442 1.7858 1.7337 1.7965 1.7231 1.8072 1.7124 1.8181 
195 1.7553 1.7759 1.7449 1.7863 1.7345 1.7969 1.7239 1.8076 1.7133 1.8184 
196 1.7559 1.7764 1.7456 1.7868 1.7352 1.7973 1.7247 1.8079 1.7142 1.8187 
197 1.7566 1.7769 1.7463 1.7873 1.7360 1.7977 1.7255 1.8083 1.7150 1.8190 
198 1.7572 1.7775 1.7470 1.7878 1.7367 1.7982 1.7263 1.8087 1.7159 1.8193 
199 1.7578 1.7780 1.7477 1.7882 1.7374 1.7986 1.7271 1.8091 1.7167 1.8196 








df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 





11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 







df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655 
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 





88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211 
 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
101 0.1630 0.1937 0.2290 0.2528 0.3196 
102 0.1622 0.1927 0.2279 0.2515 0.3181 
103 0.1614 0.1918 0.2268 0.2504 0.3166 
104 0.1606 0.1909 0.2257 0.2492 0.3152 
105 0.1599 0.1900 0.2247 0.2480 0.3137 
106 0.1591 0.1891 0.2236 0.2469 0.3123 
107 0.1584 0.1882 0.2226 0.2458 0.3109 
108 0.1576 0.1874 0.2216 0.2446 0.3095 
109 0.1569 0.1865 0.2206 0.2436 0.3082 
110 0.1562 0.1857 0.2196 0.2425 0.3068 
111 0.1555 0.1848 0.2186 0.2414 0.3055 
112 0.1548 0.1840 0.2177 0.2403 0.3042 
113 0.1541 0.1832 0.2167 0.2393 0.3029 
114 0.1535 0.1824 0.2158 0.2383 0.3016 
115 0.1528 0.1816 0.2149 0.2373 0.3004 
116 0.1522 0.1809 0.2139 0.2363 0.2991 
117 0.1515 0.1801 0.2131 0.2353 0.2979 
118 0.1509 0.1793 0.2122 0.2343 0.2967 
119 0.1502 0.1786 0.2113 0.2333 0.2955 
120 0.1496 0.1779 0.2104 0.2324 0.2943 
121 0.1490 0.1771 0.2096 0.2315 0.2931 
122 0.1484 0.1764 0.2087 0.2305 0.2920 
123 0.1478 0.1757 0.2079 0.2296 0.2908 





125 0.1466 0.1743 0.2062 0.2278 0.2886 
126 0.1460 0.1736 0.2054 0.2269 0.2875 
127 0.1455 0.1729 0.2046 0.2260 0.2864 
128 0.1449 0.1723 0.2039 0.2252 0.2853 
129 0.1443 0.1716 0.2031 0.2243 0.2843 
130 0.1438 0.1710 0.2023 0.2235 0.2832 
131 0.1432 0.1703 0.2015 0.2226 0.2822 
132 0.1427 0.1697 0.2008 0.2218 0.2811 
133 0.1422 0.1690 0.2001 0.2210 0.2801 
134 0.1416 0.1684 0.1993 0.2202 0.2791 
135 0.1411 0.1678 0.1986 0.2194 0.2781 
136 0.1406 0.1672 0.1979 0.2186 0.2771 
137 0.1401 0.1666 0.1972 0.2178 0.2761 
138 0.1396 0.1660 0.1965 0.2170 0.2752 
139 0.1391 0.1654 0.1958 0.2163 0.2742 
140 0.1386 0.1648 0.1951 0.2155 0.2733 
141 0.1381 0.1642 0.1944 0.2148 0.2723 
142 0.1376 0.1637 0.1937 0.2140 0.2714 
143 0.1371 0.1631 0.1930 0.2133 0.2705 
144 0.1367 0.1625 0.1924 0.2126 0.2696 
145 0.1362 0.1620 0.1917 0.2118 0.2687 
146 0.1357 0.1614 0.1911 0.2111 0.2678 
147 0.1353 0.1609 0.1904 0.2104 0.2669 
148 0.1348 0.1603 0.1898 0.2097 0.2660 
149 0.1344 0.1598 0.1892 0.2090 0.2652 
150 0.1339 0.1593 0.1886 0.2083 0.2643 
 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
151 0.1335 0.1587 0.1879 0.2077 0.2635 
152 0.1330 0.1582 0.1873 0.2070 0.2626 
153 0.1326 0.1577 0.1867 0.2063 0.2618 
154 0.1322 0.1572 0.1861 0.2057 0.2610 
155 0.1318 0.1567 0.1855 0.2050 0.2602 
156 0.1313 0.1562 0.1849 0.2044 0.2593 
157 0.1309 0.1557 0.1844 0.2037 0.2585 
158 0.1305 0.1552 0.1838 0.2031 0.2578 
159 0.1301 0.1547 0.1832 0.2025 0.2570 
160 0.1297 0.1543 0.1826 0.2019 0.2562 





162 0.1289 0.1533 0.1815 0.2006 0.2546 
163 0.1285 0.1528 0.1810 0.2000 0.2539 
164 0.1281 0.1524 0.1804 0.1994 0.2531 
165 0.1277 0.1519 0.1799 0.1988 0.2524 
166 0.1273 0.1515 0.1794 0.1982 0.2517 
167 0.1270 0.1510 0.1788 0.1976 0.2509 
168 0.1266 0.1506 0.1783 0.1971 0.2502 
169 0.1262 0.1501 0.1778 0.1965 0.2495 
170 0.1258 0.1497 0.1773 0.1959 0.2488 
171 0.1255 0.1493 0.1768 0.1954 0.2481 
172 0.1251 0.1488 0.1762 0.1948 0.2473 
173 0.1247 0.1484 0.1757 0.1942 0.2467 
174 0.1244 0.1480 0.1752 0.1937 0.2460 
175 0.1240 0.1476 0.1747 0.1932 0.2453 
176 0.1237 0.1471 0.1743 0.1926 0.2446 
177 0.1233 0.1467 0.1738 0.1921 0.2439 
178 0.1230 0.1463 0.1733 0.1915 0.2433 
179 0.1226 0.1459 0.1728 0.1910 0.2426 
180 0.1223 0.1455 0.1723 0.1905 0.2419 
181 0.1220 0.1451 0.1719 0.1900 0.2413 
182 0.1216 0.1447 0.1714 0.1895 0.2406 
183 0.1213 0.1443 0.1709 0.1890 0.2400 
184 0.1210 0.1439 0.1705 0.1884 0.2394 
185 0.1207 0.1435 0.1700 0.1879 0.2387 
186 0.1203 0.1432 0.1696 0.1874 0.2381 
187 0.1200 0.1428 0.1691 0.1869 0.2375 
188 0.1197 0.1424 0.1687 0.1865 0.2369 
189 0.1194 0.1420 0.1682 0.1860 0.2363 
190 0.1191 0.1417 0.1678 0.1855 0.2357 
191 0.1188 0.1413 0.1674 0.1850 0.2351 
192 0.1184 0.1409 0.1669 0.1845 0.2345 
193 0.1181 0.1406 0.1665 0.1841 0.2339 
194 0.1178 0.1402 0.1661 0.1836 0.2333 
195 0.1175 0.1398 0.1657 0.1831 0.2327 
196 0.1172 0.1395 0.1652 0.1827 0.2321 
197 0.1169 0.1391 0.1648 0.1822 0.2315 
198 0.1166 0.1388 0.1644 0.1818 0.2310 
199 0.1164 0.1384 0.1640 0.1813 0.2304 
200 0.1161 0.1381 0.1636 0.1809 0.2298 
 
